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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 117/KPN.W1-Ul1/HK1.2.5/X11 /2024

TENTANG

PEMBENTUEAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
[RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomer 539 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 20235-2045;

bahwa mercka yang namanya tercantum dalam
kepunizan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas ini;

bahwa  berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huamf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh tentang Pembentukan Tim Penyusun/ Reviu
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang - Undang Nemor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045

Peraturan Pemerintah Nomor B Tabhun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;



Menetapkan

Lri
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12,

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitersan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesckretariatan Peradilan:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M PAN/11/2008 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2025-2029;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Apung Nomor
2049/SEK/SK/XITf2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
vang Berda di Bawahnya;

Surat  Sekretaris  Mahkamah  Agung  Nomor
I73/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama {IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomeor
4246/ KPT.W1-U/ OTl.6/ XN/ 2024 Tentang
Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP| di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh  dan
Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-
2029,



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepaa_ﬂ'.*l'l'—!:i.‘.
 F
2
&
4. Arsip.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun
2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidalk
terpisahkan dari keputusan ini;

Tim Penyvusun menjalankan tugas sesuai dengan
arahan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Segala biaya vang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam  keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinys ;

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 24 Desember 2024

Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

. Bapak Ketua Penpgadilan Tinggi Banda Aceh,

Seluruh Anggota Tim Penyusun;



Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor : 117/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XI1/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
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2. | Penanggung jawab FAUZI, 8.H.,M.H.
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4. | Pengarah Bidang Non AMIRULLAH, S.H,
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 RAMZI, SEAk, 5 H., MH.
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AMIRILLAH, 5.H.

FAUZAN, S.H.

DES3Y DIANA, S.H,

7. | Sekretariat | SYARIFAH ELLY, S.E.
NURYANTI

| RISA MAHDALENA, S.H.
IRWANDI NOVIZAR, Le
INDRA KEUMALA, S.H.
RIZKY AMANDA, S.H.




EETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 119/KPN. W1-U1/HK1.2.5/X11/2024
TENTANG

FENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Meneri
Pendavapunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi

Pemernntah;

b. bahwa dengan  berakhirnva masa  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah [RPJM) Tahun 2020-
2024 dan akan dimulainya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029, maka
Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu Menyusun
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-
2029;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimalksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda

Aceh tentang Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025-2029,

Mengingat : . Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Apung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;



10.

LI,

12,

13.

Undang - Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman:

Undang-Undang Nomor 59 Talun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Masional Tahun 2025-
2045;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Linglkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nemor 9 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System)
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya;

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Meneri Pendayapunaan Aparatur Negara
Womor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2049 /SEK/SK/XI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Surat  Sekretaris Mahkamah  Apung  Nomor
173/5EK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor
4245/ KPT.WI1-U/ OT1.6/ XIlf 2024 Tentang
Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan
Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;

Keputusan Ketua Pengadilan Negerl Banda Aceh Nomor
117 /KPN.W1-Ul/HK1.2.5/XI1; 2024 Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun
2025-2029.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSEKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA

STRATEGIS (RENSTRA] PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH TAHUN 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Banda Acch Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum  dalam  lampiran  surat  keputusan ini
merupakan acuan  kinerja yang  digunakan oleh
Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan
rencana  kinerja  tahunan, Menyusun dokumen
penetapan kinerja, Menyusun laporan alkuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.,

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 31 Desember 2024

N
'

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:
2, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

3. Arsip.



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT, wyang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2025-2029 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A.
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025- 2029

merupakan dokumen perencanaan yvang memuat
visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan
Negeri Banda Aceh sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
selama 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Renstra ini mengacu pada pedoman
penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian,/Lembaga Tahun 2025-2029. Perumusan Rancangan
Renstra  dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses
pembaharuan vang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A agar
terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran.

Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya
perubahan atau perbaikan selama jangka waktu 5 (lima) tabhun yang
disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.
Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam
merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan
operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis vang
telah ditetapkan dalam 5 tahun,

Alkhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak vang
telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh

=h| 20 Februari 2025
epgndilin Negeri Banda Aceh Kelas 1A

) g- SYARAFI, 5.H.,M.H.
760107199703 1 005
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDIS] UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan,
Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
vang merdeka untuk menvelenggarakan peradilan funa menegaklan hulkum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara vang masuk di tin gkat pertama.

Ferencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kuran waktu 1 [satu] sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potens, peluang dan kendala
yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas JA. Rencana
Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam
rencana tindakan. Rencana Stratepis ini kelak didukung dengan angearan yang
memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia vang kompeten, ditunjang
sarana  dan  prasarana  serta memperhitungkan perkembangan  lingkungan
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, baik lingkungan internal maupun cksternal
sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas JA dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia schagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia,

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas
IA menyelenggarakan fungsi utama, vaitu
s Fungsi Mengadili {fudicial Power), vakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara vang menjadi kewenangan Pengadilan dalam
Tingkat Periama.

Rancangan Rencana Stratecic Tahiin 20947090



Fungsi Pembinaan, vakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjul
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyanghkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/ perlengkapan, keuvangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan, wakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan,

Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di dacrah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan {teknis
dan persidangan), dan administrasi umum [(kepegawaian, umum dan
keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).

Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
risel/ peneliian dan schagainya serta memberi akses yang scluas-luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 2-144/KMA/SK/1/2022 tentang Pedoman Pelayanan lnformasi di
Penpadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 144/KMA/SK/VII 2007 (entang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, maka dengan keluamya Undang-

undang Noemor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum scbagaimana telah diubah
dengan ULl Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah

merevit  Indikator Kinerja Urama {IKU) yang digunakan. Dalam reviu terseburt,

sasaran strategis yang akan dicapai meliputi :

1.

Terwujudnyva proses peradilan vang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3.
El

Meninghkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Rancangan rencana strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A Tahun

2025-2029 ini menggunakan acuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sesuai
dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/3EK/SK/1/2022. Program

kerja yang dilaksanakan sesual sasaran kinerja utama vang ditetapkan dalam

Rancancan Renrana Strateoige Tahon 202420720



dokumen Indikator Kinerja Utama dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun
2025 meliputi:

1. Penegakan dan pelayanan hukum

2. Dukungan manajemen

PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2024

Terdapat beberapa pencapaian selama tahun 2020-2024 pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas 1A, diantaranya :
1. Penyelesalan Perkara

Selama Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah
berhasil menyelesaikan perkara dengan rata-rata kurang dari 5 bulan. Adapun
keberhasilan yang dicapai tersebut melalui upaya-upaya :

Adanya komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pelaksanaan sidang
sesual dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Adanya monitoring dan evaluasi serta pengawasan pimpinan secara
berkala terhadap kinerja hakim dan aparatur;

Peningkatan kemampuan hakim dan aparatur secara berkala melalui
pelatihan dan bimbingan teknis;

Ketersediaan anggaran yang mendukung penyelesaian perkara vang tepat
waktu;
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
aparatur dan mendukung pelayanan bagi pencari keadilan;

Adanya inovasi-inovasi yang menyesuaikan denpgan  kebutuhan
pelayanan;

Adanya MoU dan kerjasama yang dilakukan antara Pengadilan dengan

instansi lain yang memudahlkan dan menghemat waktu pencari keadilan.,
Tabel 1. Penyelesaion Perkara Tahun 2020-2024

- 3]
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2020 27 44 61 10
2021 10 69 67 12
2022 12 08 75 35
2023 35 88 89 34
2024 34 79 85 28
. TOTAL 503 - 3.640 3.671 472
*tidak termasuk perkara lalu lintss
2. Medlasi
Tabel 3. Penvelesninn Perleara Mediast Tahun 20002094
5 L - 8} g o o = 7 . Th mﬁ_ = i
2020 57 4 - 40 2 2
2021 45 ] - 34 - 5]
2022 a8 =] 43 3 7
2023 393 3 - i) - S |
2024 49 3 2 37 4 4
TOTAL | 264 23 2] 208 8 23
3. Diversi
Dalam kurun waktu tabun 2020-2024, ada 50 perkara anak yang 21
diantaranya dilakukan diversi, Sedangkan 29 lainnya tidak melalui proses
diversi.
Tabel 3, Fenyelessinn Pecleera Diversl Tahun 2020-2024
2020 14 i &
2021 12 2 10
2022 10 4 3]
2023 8 ) 3
2024 5] 2 q
"TOTAL 30 21 29
4. Pembebasan Biaya Perkara

2023

16

2024

10

=7

2021 B3 478 477 64
2022 64 3350 393 21
2023 21 284 267 38
2024 38 218 232 24

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana negara
menanggung biava proses berperkara di Pengadilan. Pada Tahun 2020-2024,
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Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A berhasil menvelesaikan 27 dari 16

perkara melalui pembebasan biayva perkara.
Tatel 4, Penyelezaian Perkarn melalui Pembebasan Hinya Perkar Tabiae 2020-20242

5. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Poshalum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari
keadilan terutama bagi mereka vang tidak mampu, dimana melalui program ini
masyarakal dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan
advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam proses
penyelesaian perkara,

Tabwel 5. Laynnmn Bantean Hukum Tahun 2020-2024

e = o LT, - R T & T e

2021 30 147
2023 23 114
2023 23 82
2024 114 169

6. Bidang Di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Banda Acch Kelas IA telah menangani perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama periode 2020-2024 sebanyak 251
yaitu sebagai berikur ;

Tabel f. Sidang di Laar Gedung Pengadilan Tabun 2020-2024

e e
" g AT
kAN G AN

2021 8 Perkara Pelanpparan Ketertiban Umum

2022 5 2,

2023 43 Perkara Perdata Permohonan

2024 200 Perkara Perdata Permohonan i
TOTAL 251 e |
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b E-Court dan E-Berpadu
Pada tahun 2020-2024 telah berhasil memberi pelayanan scbhanyak 1.402

layanan untuk e-court dan 595 layanan untuk e-berpadu.
Tabel 7. Laveman e-court dan e-litlgosi Pengadilan sz.r:;n Talumn m‘.a:n 2kEq

H=L01re
e Thnrlon et

8. Ekselkusi

T T TR Ly

'll-lr L

| T e

2020 5 7
2021 13 o5

2022 19 15

2023 23 17

| 2024 17 17
TOTAL 81 b1

9, Pembinaan dan pengelolaan 8DM

Telah melaksanakan pengawasan secara berkala dan memberikan retweard
bagi aparatur berkinerja terbaik dan memberikan punishment bagi aparatur vang
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang selama tahun 2020-2024 terdata scbagai
berikut ;

Taile] %, I"rum-ursi.. Pembm‘un Respvrrd elan Panishenernt Pl.-n;g;n.d.ilm r'il-r.-!;crl. Tidiim 20202029

~_ PROMOSI | REW! \RD |

R e [ et

| PUNIS HMENT |

EI}ED (5] T -
2021 14 9 1
2022 13 8 -
2023 14 3 3
2034 14 & =
TOTAL 61 34 e

10. Peningkatan pelayanan publik melalai program kegiatan :

* Akreditasi penjamin mutu /AMPUH
Tab<l 10. APM AMPUH Hﬂg&:h!m Megeri Tahun E’DEH- EDE-J

- ——--na.-,

Il'rr '1II r

2020 .ﬁ Ex::e]lent
2021 716 A Excellent
2022 700 A Excellent
2023 700 | A Excellent
| 2024 744,54 | Baik |
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* Inovasi Pelayvanan Publik
Tabel 11. Inovasi Pengasdilan Neger Tahun 2020-2024

eI =

- ' T
. TAHUN

ety L T WY S |.__ e b i —

1. Antrian PTSP

2, Scan QR Code e-Brosur Pelayanan PTSP
3. Standar Pelayanan PTSP

4. Aplikasi c-survey

3. Asvira (Asisten Virtual)

2021 1. SIKAPAK (Sistem Informasi Kehadiran Para Fihak)

2. BATAN [Basis Data Kepegawaian)

3. SIBUKSUR (Sistem Informasi Buku Surat Keluar|

4. SIMPELTAS (Sistem Monitoring Pclaksanaan
Tugas)

2. SBENTIMENTIL PELANGI (Sistem Informasi Meja
Catatan Sipil dan Permohonan Langsung Jadi)

6. Stand Mall Pelayanan Publik

2022 L. PAKAT [Pengawasan Kinerja Terpadu Fimpinan
Pengadilan)

2. KUHAP [Kunjungan Tamu Harian Pengadilan|

3. Fitur Difabel Audio Visual Website

4. PTSP Digital

2023 Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP (One Click Scan
QR Code)

2024 |l Siwasbid [Sistem Informasi Pengawsasan Bidang

2. PAKAT (upgrade)

3. MERPATI (Melayani Permohonan Terintegrasi|

4. Antrian Pengunjung PTSP (Upgrade)

5. Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP/One Click Scan
QR Code (Upgrade)

11. Telah mengelola dan memelihara sarana dan prasarana, menetapkan status
BMN, dan melakukan penghapusan terhadap BMN yvang telah rusak serta
mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pengganti, yang selama tahun
2020-2024 disetujui sebagai berikut:

Tabel 12, Pengadann Sarana dan Prasasars Pengadilan Negerd Tahun 2000.2024

APBN

2021 1. Pengadaan PC Kepaniteraan APBN
2. Pengadaan Mesin Antrian Sidang AFBN

3. Pengadaan Ruang Sidang Online APBN

2022 1. Pengadaan PC Kepaniteraan APEN
2. Pengadaan Printer APBN
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3. Pembangunan Gedung Kantor Pasca AFPEN
Bencana Tahap 1
2023 Pembangunan Gedung Kantor Pasca APBN
Bencana Tahap |
i 2024 1. Pembangunan Gedung Kantor Tahap 111 AFBN
2. Pengadaan Genset AFBN
‘[3. Pengadaan Interior Gedung AFBN
(4. Pengadaan Rak Arsip AFPBN
5. Pnnter dan Scanner PNBP

13.

Dalam pengelolaan keuangan, telah dilalukan pertanggung jawaban dana

secara baik dan tepat waktu, telah melakukan pembayaran gaji dan

tunjangan ASN dengan tepat wakiu dan tepat jumlah.
Tabel 13, Pengebbnan Keuangan Pengadilan Regeri Tahun M6E0-2024

2020 15.669.488.000 | 14.822,125.068 | 338.710.000 | 292.046.000
2021 15.995.410.000 | 15.169.034.480 | 277.567.000 | 233.064.100
2022 28.085.797.000 | 27.841,486.709 | 354.687.000 | 342.813.800
2023 44.881.233,000 | 44, 758.640.629 | 337.492.000 | 327.266.842
2024 57.128.313.000 | 56.8094.483.062 | 399.635.000 | 395,490,000 |

1.2, POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa
kondisi strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, Analisa kondisi strategis
sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran
strategis. Analisa kondisi lingkungan internal memiliki 2 (dua) sisi yvang dapat
mengidentifikasi kekuatan atau keungpulan. Sedangkan sisi lainnva dapat
mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan
kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan,

Selain analisa terhadap kondisi internal, keberhasilan suatu organisasi juga
ditentukan oleh fakior lingkungan eksternal dimana perencanaan juga harus sesuai
harapan dan keinginan masyarakat, stakeholder, pencari keadilan. Analisis faktor
eksternal juga memiliki 2 ([dua) sisi yang dapat mengindentifikasi peluang
lopportunity) yang akan menjadi faktor peningkat kualitas suatu organisasi dan sisi

lain yang dapat mengancam suatu organisasi (threat).
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IDENTIFIKASI MASALAH
A, Strength (Kekuatan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu
sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A mencakup hal-hal

yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan

hal-hal yang dikembangkan kemudian, di antaranya:

B.

Reputasi institusi sebagai Lembaga peradilan Tingkat Pertama di ibukota
Provinsi, memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) baik hakim hingga pelaksana Pengadilan Negeri
Banda Aceh memilild tingkat kompetensi vang sesuai dengan bidang tugasnyva
dan bersertifikasi, juga memiliki pemangku jabatan fungsional yvang belum
dimiliki di Pengadilan Negeri lainnya di wilavah hukum Pengadilan Tinggi
Banda Aceh seperti Pemanggy Jabatan Fungsional Pranata Komputer,
Perencana, dan Arsiparis.

Didukung dengan anggaran telknis dan non teknis perkara.

Sarana dan prasarana terutama Gedung yang representatif, nyaman, scrta
lasilitas yang mendukung pelayanan hukom.

Didukung dengan teknologl informasi yang dapat mempermudah proses
penyelesaian perkara bagl masyarakat.

Didukung dengan fasilitas layanan kepada masyarakat di luar Gedung seperti
Stand Mall Pelavanan Publik, dan Sidang di Luar Gedung.

Weakness (Kelemahan)
Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi

itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A mencaloup hal-
hal diantaranya:

Keterbatasan sumber dayva manusia (SDM) : jumlah aparatur yang tidak
mencukupi dan terjadi keatimpangan di unit-unit kerja menyebablkan beban
kerja menjadi tinggi

Keterbatasn infrastruktur teknologi : meskipun telah memiliki berbagai
aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas dan pemberian layvanan
terhadap masyarakat, namun penerapannya masih belum optimal dan
terkadang juga terkendala dengan sistem jaringan internet dan jaringan
listrik.
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* Prosedur peradilan yvang rumit : beberapa prosedur masih menyehabkan
keadilan sulit diakses.

» Keterbatasan anggaran : anggaran yang dialokasikan tidak MEengroueEr
seluruh kebutuhan operasional sehingga pelayvanan terhadap masyarakat
tidak optimal.

* Sistem pengawasan yeng belum optimal mengakibatkan adanyva potensi

penyimpangar.

C. Opportunities (Peluang)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari Iuar tubuh
organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan
Negerl Banda Aceh Kelas [A mencakup hal-hal diantaranya:

* Digitalisasi dan teknologi : pemanfaatan teknologi melalui aplikasi seperti
SIPP, MIS, e-court, e-berpadu, dan lain sebapainya dapat meningkatkan
efisiensi.

¢ Dukungan pemerintah dan program Mahkamah Agung : dukungan dari
pemerintah dan Mahkamah Agung untuk reformasi peradilan membuka
peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas,

» Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait : kerja sama yang kebih baik
dengan lembaga lain dapat memperlancar proses peradilan.

D. Threaten (Ancaman)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh
organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan
Negeri Banda Acch Kelas IA mencakup hal-hal yvang diantaranya:

= Persepsi negatil masyarakat : isu terkait dengan korupsi atau
ketidakadilan dapat merusak reputasi Pengadilan

* Perubahan regulasi: perubahan Undang-Undang atau kebijakan dapat
mempengaruhi cara kerja Pengadilan

* ketergantungan pada kebijakan pemerintah.

& Krisis sosial ckonomi : krisis dapat meningkatkan jumlah perkara vang
harus diselesaikan, menggangu efisiensi Pengadilan.

* Letak geografisnya yang berdampak pada tingginya resiko bencana
alam.

* Ancaman serangan cyber.
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* Ketidakpuasan masyarakat dan citra buruk vang timbul di kalangan

masyarakat.

ANALISA SWOT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari hasil identifikasi masalah tersebut diatas, dengan menggunakan analisa

SWOT dapat ditentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sehingga

sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai, diantaranya:

Te Repulaai

Tﬂhlu'l IH- E{etr.rl-l:nul:ﬂn Fnj-;q-nr

REput:lBi vang hﬂjl-: akan memperkuat |

(Strength) Kepercayaan transparansi dan akuntabilitas yang
Masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan
SDOM Kompeten publik
Fasilitas Yang SDM kompeten akan mendukung
Memadai implementasi sistem pengawasan
dan evaluasi kinerja seria
penyederhanaan prosedur yvang lebih
efektif.
| Kelemahan Keterbatasan SDM Keterbatasan sDM dapat
(Weakness) Keterbatasan menghambat penyederhanaan
infrastruktur prosedur peradilan dan adaptasi
teknologi terhadap teknologi.
Prosedur peradilan | » Infrastrulctur teknologi vang
yang rumit terbatas dapat memperlambat
penerapan sistem informasi
peradilan yang elisien.
Peluang Digitalisasi dan | « Teknologi digital mendukung
|Opportunities) | teknologi adaptasi terhadap perkembangan
Dukungan teknologi dan peninglkatan layanan
Pemerintah dan peradilan
program Mahkamah Dukungan dari pemerintah
Agung membuka peluang untuk penguatan |
Peningkatan sistem pengawasan dan Lkolaborasi
kolaborasi dengan antar instansi
instansi terkait
Ancaman Fersepsi negatil | » Persepsi negatif dapat mcnguraiiéi
(Threatens) masyarakat kepercayaan terhadap transparansi
* Perubahan regulasi dan akuntabilitas Pengadilan
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o Krisis sosial dan e Krisis sosial dan ekonomi dapat

ekonomi | meningkatkan beban perkara dan |
mempengaruhi peningkatan layanan |
peradilan.

Berdasarkan informasi tersebut, berikut beberapa strategi vang dapat
diteraplkan:
~ BGtrategi 80 (Strength-Opportunity) - Memanfaatkan Kekuatan untuk
Mengoptimalkan Peluang
* Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknologi informasi.
* Mengoptimalkan anggaran untuk pengembangan sistem digitalisasi
peradilan.
« Memanfaatkan proyek nasional dalam  perbaikan  infrastruktur
pengadilan,
+ Mengembangkan layanan enline berbasis teknologi informasi untuk
elisiensi pelayanan publik,
# Strategi 8T (Strength-Threat)] - Memanfaatkan Kelmatan untuk
Mengatasi Tantangan
» Meningkatkan sistem keamanan data untuk mencegah serangan siber
terhadap sistem peradilan.
« Memastikan transparansi dalam pengawasan internal untuk mencegah
prakitik korupsi.
= Menyediakan layanan peradilan yang lebih cepal dan transparan guna
mengurangi ketidakpuasan publik.
* Memastikan kesiapan menghadapi bencana dengan sistem mitigasi risiko
untuk gedung dan data.
~ Strategi WO (Weakness-Opportunity) — Memperbaiki Kelemahan dengan
Memanfaatkan Peluang
*  Mengadakan program pelatihan intensif bagi pegawai vang masih kurang
menguasai teknologi informasi.
* Mengajukan peningkatan anggaran untuk perbaikan sarana dan
prasarans vang belum memadai.
« Memanfaatkan teknologi Al dan big data untuk mendukung sistem

digitalisasi perkara.
» Strategi WT (Weakness-Threat) - Mengatasi Kelemahan dan Menghindari

Ancaman
1z
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* Menyediakan sistem rekrutmen vang lebih baik untuk mengatasi
kurangnya tenaga IT dan staf teknis,

* Memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien agar tidak
terhambat oleh perubahan kebijakan.

= Meningkatkan keamanan digital untuk melindungi data dari ancaman
eybertcker,

Setelah  dilakukan analisa SWOT dan  ditentukan strategi  untuk
meningkatkan Strength dan Oportunity dan menurunkan Weskness dan Threat vang
ada, maka dilakukan penectapan rencana strategis. Fencana strategis berfungsi
untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolale
ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh yvang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mablkamah Agung vang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang [RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM)
2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada
tahun 2025-2029,
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI'DAN MISI

VISI PENGADILAN NEGER] BANDA ACEH

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A Tahun 2025-2029
mertpakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

Yang terencana dan terprogram secara sistemnatis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan elisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yvang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Acch Kelas IA
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN] 2025-2029, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kepiatan Pengadilan dalam
mencapal visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewujudkan tercapainya tugas pokek dan fungsi Pengadilan Negeri Banda
Aceh Kelas [A.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas A menetapkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negerl Banda Aceh Kelas [A Yang Agung™

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A manmpu
menjadi salah satu instansi yang memberi pelayanan optimal kepada masyarakat
pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwyjudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA vang agung bercirikan :

* Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efcktif dan

berkeadilan,

* Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

secara proporsional dalam APBN,
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b.

Adanya strukiur organisasi vang tepat dan manajemen dan administrasi
proses perkara yang sederhana, cepat, tepal waktu, biaya ringan, dan
proporsional,

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kendusif bagi penvelenggaraan peradilan,
Pengelolaan dan pembinaan 3DM yang kompeten dengan kriteria obyektif,
sehingga tercipta personil peradilan vang berintegritas dan professional,
Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan
jalannya peradilan,

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima,

Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi,

Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Tl

terpadu,.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari :

Wujud. Apabila dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud
artinya terlaksana. Sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas 1A mampu melaksanakan atan membuktikan tugas
pokok dan fungsinya.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Dalam pengertian secara
kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudulkan di
Kota Banda Aceh vang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Banda Aceh,
dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama vang
susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Retua), Panitera dan
Sekretaris, vang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (Panitera
Mudsa, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti), dan tenaga
non teknis {Kepala Sub Bagian, Pranata RKomputer, Staf, dan Tenaga Honor).
Agung. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung
harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik, dan disegani
masyarakat,

MISI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atay dilaksanakan sesuai visi vang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

I
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Sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di daerah, maka untuk

mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A menetapkan misi

vang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1.

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Agar suatu proses peradilan dapat terselengeara dengan obyektil, perlu adanya
kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian scbagai Lembaga, maupun
kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal
lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan angegaran
herbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.
Memberikan Pelavanan Hulkum vang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan,
Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan
publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para
pencari Keadilan pada dasarnva merupakan suatu nilaj vang subyelcif, karena
adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak vang lain, Penyelenggaraan
peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk
menjamin adanya suatu proses vang adil dalam rangka menghasilkan putusan
yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA,

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai
aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-
kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial,
seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya
kesatuan hukum di Pengadilan vang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara
opcrasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan
adaministrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki
kompetensi yudisial maupun non yudisial.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banda
Aceh Kelas IA.

Kreditnlitas dan transparasi badan peradilan merupakan fakior penting untulk
mengembalikan  keprcayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan
peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan akan dilakukan dengan
mengelektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-
putusan - yang dapat dipertanggungiawabkan. Selain  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga
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akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan
peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal,
personil peradilan akan mendapatkan penjelasan mengenal jenjang karir,
kesempatan pengebangan diri dengan Pendidikan dan pelatihan, serta
penghargaan  ataupun hukuman. Terlaksananya prinsip  transparansi,
pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil,

hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja

secara professional dan menjaga intergritasnya.
Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas [A berkomitmen untulk mengoptimalkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi ke pada terpenuhinya kepuasan

para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai

utama badan peradilan :

Kemandirian Kelkuasasn Kehakiman

2. Integritas dan Kejujuran

3. Akuntabilitas

4. Responsibilitas

2.  Keterbukaan

6. Ketidakberpihakan

7. Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum.

Selain menerapkan nilai-nilai utama badan peradilan tersebut di atas, seluruh
ASN wajib mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK berdasarkan Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomaor

20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

Ber-AKHLAK merupakan nilai-nilai dasar vang harus diterapkan oleh seluruh
ASN, vakni sebagai berikun:

L.

i G

n

Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima
demi kepuasan masyarakat;

Aleuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yvang diberikan;
Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan:

Loyal, yaitu berdedikasi dan mengu tamakan kepentingan Bangsa dan
Negara;

Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggeraklkan serta
menghadapi perubahan;

Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama vang sinergis.
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MOTO PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan
atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negerl Banda Aceh Kelas 1A memiliki
motto. Motto tersebut adalah *UNGGUL®

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A
bersama semua jajarannya mulal dari Pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga honoer
berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A,
komitmen bersama tersebut adalah ;

‘Kami Pimpinan Pengadilan Negen Banda Aceh Kelas [A, seluruh Hakirm, dan
segenop jajaron Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan  berstandar
pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum-— Indenesia Court Perfomance
Exellence secara adil dan tidak diskrminatif, cermat, santun, dan ramah-tamak,
tegas, andal, dan tidak mempersulit, patuh pada perinfah atesan yang sah dan wajar,
mengunung binggl nilzi-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara,
fidak membocorkan informasi etau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
peraturan peradilan dan perundang-undagan yang berlaky, terbuka dan mengambil
langhkah yang tepat wntuk menghindar  benturan  kepentingan, tidak
menyalahgunakan sarana dan prasarana serla fosilitas pelayanan publik, tidak
memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi perminiaan
informasi  serta preaktif daloam memenuhi kepentingan masyarakal, tidak
menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimilikd, sesuai
dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur”.

2.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
vang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima]
tahun. Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka
rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikout ;

1. Terwujudnva kepercayaan publilt atas layvanan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas
1A
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2.3 GABARAN STRATECGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu vang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun
2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk mendukung tervuajudnya tujuan sesuai
dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029
serta dalam rangka mewujudkan visi Terwwfudnya Pengadilan Negeri Banda
Aceh Kelas IA Yang Agung, maka sasaran strategis vang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A adalah sebagal berikut -

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasl, lransparan, dan akuntabel, yang
indikator sasarannva adalah -

* Persentase perkara perdata vang diselesaikan tepat walktu.

* Persentasc perkara perdata khusus vang diselesaikan tepat walktu,

* Porsentase perkara pidana yvang diselesaikan tepat walktuy,

* Persentase perkara pidana khusus vang diselesaikan tepat wakou,

* Persentase putusan vang menggunakan pendekatan keadilan restoratif,

» Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

* Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

* Persentase perkara anak yvang diselesaikan dengan diversi.

* Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
<. Peningkatan efektivitas pengelolasn penyelesaian perkara, vang indikator

sasarannya adalah :

* Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu,

« Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi,

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, vang
indikator sasarannya adalah :

* Persentase perkara prodeo yang disclesaikan.

* Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan,

* Persentase pencari keadilan golongan tertentu vang mendapat layanan

bantuan hukum (posbankum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, yang indikator
sasarannya adalah :

* Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dicksekusi),
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FETA STRATEGIS

Peta strategis merupakan milestone dari beberapa sasaran strategis yang
akan dicapai dalam periode 2025-2029. Peta strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 1. Pets Strategis
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FERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
|

Peta Strategis adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis
organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat y&t{g menggambarkan
keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta
strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah
sasaran slrategis yang (erangkal dalam hubungan sebab akibat sehingga
memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi,

Peta strategit Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas TA tahun 2025-2029 terdiri
dari 3 perspektil , 4 sasaran strategis, dan 15 indikator kinerja utama yang menjadi
tolak ukur keberhasilan pencapalan sasaran strategi. Penjelasan lebih lanjut
mengenail peta strategi adalah sebagai berikut :

%+ Btakeholder Perspelctif

Perspektil ini mencakup sasaran strategis yang ingin divujudkan organisasi

untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dar sudut pandang

stakeholder (pemangku kepentingan|., Stakeholder adalah pihak internal dan
eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas
cutput atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan

organisasi secara langsung.
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% Customer Perspeltif
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi
untuk memenuhi harapan customer [pengguna layvanan) dan/atau harapan
organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak lar yvang terkait
langsung dengan layanan suatu Organisasi.

% Internal Process Perspektif
Perspektif ini mencakup sasaran strategis vang ingin diwujudkan melahai
rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan
menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain),

Tabel 15 Perspektif Straleps

T&nwjdnya pm pera yang
pasti, transparan dan akuntabel
2. | Internal Process Perspektif Peningkatan elcktivitas  pengelolaan
penyelesaian perkara
3. | Customer Perspektil 1. Meningkatnya akses peradilan bagi
masyvarakat miskin dan
terpinggirkan
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

!
L@l

| Mewnjudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase perkara| 89% |-
perdata yang * Menyelesaikan  sisa | 220 | Dana
diselesaikan  tepat perkara perdata tahun | Pkr | bersumber
wakitu lalu dari  bhiaya
= Mendaftarkan perkara proscs
* Menetapkan majelis, pihak
hari sidang, PP dan berpekara
jurusita
* Membuat court
| calender
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¢ Mendistribusikan
perkara

» Melaksanakan
persidangan  sesuai
asas persidangan
cepal, sederhana dan
biaya murah

* Menunda persidangan
maksimal 2 minggu

|kecualt dalam
keadaan tertentu)
» Memutus dan

meminutasi  perkara
sesual  aturan  yang
ditetapkan

» Menginput  tanggal
BHT dengan tepat

walctn dan
mengarsipkan berkas
perkara BHT

» Memantau kinerja
penyelesaian  perkara
berjalan melalui
aplikasi EIS, SIPP,
MIS, dan E court

» Mendata,
mengidentifikasi dan
mengevaluasi perkara
perdata  yang lebih
dari 5 bulan

# Melaporkan ke
Tingkat Banding
perkara perdata yang
melebihi 5 bulan

» Mengelola keuangan
perkara perdata dari
para Pi]".l-ﬂ]v.'_' dan
mengembalikan  sisa
panjar biaya perkara
dengan tepat waktu

Fmﬂi‘am Dukungan Manajemen

» Menyediakan jaringan | 1 |[Fp
internet dan jaringan | Lay 2 55H.040.000,-
listrik yang stabil
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o Menvediakan fasilitas

dan perangkat
pendukung
penyelesaian perkara

e Membentuk tim dan

menerbitkan SK dan
ataw Surat Tugas
terkait penyelesaian
perkara

* Mengikutsertakan

hakim dan aparatur

dalam kegiatan
peningkatan
kompetensi dan
sosialisasi tentang
Isu-isu sirategis
terkait teknis perkara

b. Persentase pekara
perdata khusus
vang  diselezaikan
lepat waktu

88%

Program Penegakan dan

Pelayanan Hukum

¢ Menvelesaikan  sisa

perkara perdata tahun
lalu

* Mendaftarkan perkara
* Menetapkan majelis,

hari sidang, PP dan
jurusita

s Membuat court

calender

» Mendistribusikan

perkara

o Melaksanakan

persidangan  sesuai
GEHES persidangan
cepat, sederhana dan
biaya murah

s Menunda persidangan

maksimal 2 minggu
(Becual dalam
keadaan tertentu)

¢ Memutus dan

meminutasi perkara
sesual  aturan vang
ditetapkan

* Menginput tanggal

BHT dengan tepat
waktu dan

7
FPkr

Hp. 8145000, |
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mengarsipkan berkas
perkara BHT

* Memantau kinerja
penyelesaian  perkara
berjalan melaluai
aplikasi EIS, SIPP,
MIS, dan E court

o Mendata,
mengidentifikasi dan
mengevaluasi perkara
perdata  vang lebih
dari 120 hari kerja

* Melaporkan ke |
Tingkat Banding
perkara perdata yang
melehihi 120  han
kerja

* Mengelola keuangan
perkara perdata dar
para pihak dan
mengembalikan  sisa
panjar biaya perkara
dengan tepat waktu

| Program Dulungan Manajemen

+ WEyeTialsn, Jaurgn 5 zlgsa 048,000
internet dan jaringan | Lay [~ 7
hstrik vang stahil

+ Menyediakan fasilitas
dan perangkat
pendukung
penyelesaian perkara

* Membentuk tm dan
menerbitkan SK dan
atau Surat  Tugas
terkait  penyvelesaian
perkara

» Mengikutsertakan
hakim dan aparatur

dalam keegiatan
peningkatan
kompetensi dan
sosialisasi tentang
isu-isu strategis
terkait teknis perkara
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L

Persentase pekara

pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

93%

Program Fenega!-ua;}d dan Pelavanan Hukum

» Menyelesaikan  sisa

perkara perdata tahun
lalu

» Mendaftarkan perkara
o Menetapkan majelis,

hari sidang, PP dan
jurusita

s Membuat court

calender

¢ Mendistnbusikan

perkara

» Melaksanakan

persidangan sesnai
asan persidangan
cepat, sederhana dan
biaya murah

s Menunda persidangan

maksimal 2 minggu
(kecuali dalam
keadaan tertentu)

» Memutus dan

MEeminiasi ptr'kﬁl];ﬂ
sesual  ataran  vang
ditetapkan

s Menginput tanggal

BHAT dengan tepat

walktu dan
mengarsipkan berkas
perkara BHT

o Memantan kinerja

penyelesaian perkara
berjalan melalui

aplikasi EIS, SIPP,
MIS, dan E court

e Mendata,

mengidentifikasi dan
mengevaluasi perkara
perdata vyang lebih

dari 3 hulan
» Melaporkan ke
Tinglkat Banding

perkara perdata yang
melebihi 5 bulan

¢ Mengelola lkeuangan

perkara perdata dan

i
Plkr

Ep.
96.213.000,-
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para pihalk dan
mengembalikan  sisa
panjar biaya perkars
dengan tepat waktu

Program Dukungan Manéjem::n

* Menyediakan :]'"aringa_n" 1 | En
internet dan jaringan | Lay 2.558.9489.000,-
listrik yang stabil

* Menyediakan fasilitas
dan perangkat
pendukung
penyelesaian perkara

o Membentuk tim dan
menerbitkan SK dan
atau  Surat Tugas
terkait  penyelesaian
perkara

= Mengikutsertakan
hakim dan aparatur

dalam kegiatan
peningkatan

kompetensi dan
sosialisasi tentang
is1-is1) strategis

terkait teknis perkara

d. Persentase pekam T B5% Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

pidana khusus vang * Menyelesaikan  sisa | &4 | Rp 29085000,
diselesaikan  tepat perkara perdata tahun | Pkr
watktu lalu

= Mendaftarkan perkara
* Menetapkan majelis, !
hari sidang, PP dan

Jurusita

¢ Membuat court
calender

¢ Mendistribusikan
perkara

* Melaksanakan
persidangan gesllai
asas persidangan
cepat, sederhana dan
biava murah

s Menunda persidangan
maksimal 2 minggu
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| | [kecuali Sl

keadaan tertentu)

* Memutus dan
meminutasi  perkara
sesual  aturan yang

| ditetapkan

= Menginput tanggal |
BHT dengan tepat

waktu dan
mengarsipkan berkas
perkara BHT

= Memantau kincrja
penyvelesaian  perkara
berjalan melalui

aplikasi  EIS, SIPP,
MIS, dan E court

« Mendata,
mengidentifikasi  dan
mengevaluasi perkara
perdata  yang lebih
dari 51 bulan

= Mclaporkan ke
Tingkat Banding
PE'l'];{.Hrﬂ pEl"d.ﬂt.H yvang
melebihi 5 bulan

* Mengelola  keuangan
perkara perdata dari
para  pihak  dan
mengembalikan sisa
panjar biaya perkara
dengan tepat waktu

Program Dukungan Manajemen

* Menyediakan jaringan | 1 |FRp
internet dan :anngsn Lay 2.558,949.000,-
listrik yang stabil

* Menyediakan fasilitas
dan Pﬂrﬂngkat
pendukung
penyelesaian perkara

* Membentuk tim dan
menerhitkan SK dan
atau  Surat Tugas
terkait  penvelesaian
perkara
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dengan pendekatan
keadilan restoratif

s Mengikutsertakan

hakim dan aparatur

dalam kegiatan
peningkatan

kompetensi dan
sosialisasi lentang
15u-isu strategis

terkait teknis perkara

€. Persentase putusan

S0%

| Program Penegakan dan Pelayanan Hulkum

|

* Mempelajari hasil

asesmen Yang
dilampirkan oleh
Jaksa pada saat
peimpahan  berkas
dari Tim asesmen

terpadu

» Melaksanakan

persidangan  dengan
asas persidangan
cepal, sederhana dan
biava ringan dan
meminta terdalowsa
menghadirkan
keluarga dan pihak
terkait untuk
didengarkan
keterangannya
sebagai  saksi yang
meringankan  dalam
rangka  pendekatan
keadilan  restorative
Justice

s Mempelajar

permohonan RJ yang
diajukan oleh
terdakwa dan atau
penaschat hukum

* Memutuskan perkara

dengan
mempertimbangkan
keterangan saksi dan
hasil asesmen dan tim
asesmen terpadu

» Mendata perkara vang

dizelezaikan melalai

5
Pkr

Hp. DA213.000,- |
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pendekatan |
restorative justice

f. Persentase perkara| 75% Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

vang tidak + Melakukan diskusi| 700 | Pp. 2.040.000.-
. mengajukan upaya hukum FPkr
| hukum banding * Mendata perkara yang

mengajukan  Upava
hukum banding dan
tidak mengajukan

Upayva hulum
banding

s Mengirim berkas
perkara vang

melakukan Upaya
hukum banding ke
Pengadilan Tingai

B Persentase perkara| 85% | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

yang tidak » Melakukan  diskusi | 700 | Rp 4495000,
mengajukan upaya hulum Pler
hukum kasasi * Mendata perkara yang

mengajukan  Upaya
hukum dan tidak
mengajukan  Upaya
hukum kasasi

* Mengirim berkas
perkara yang
melakukan Upaya
hukum  kasasi ke
Mahkamah Agung

h. Persentase perkara | 50% | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

anak dengan diversi s Menetapkan hari| 5 | Rp 96.213.000.
| musyawarah diversi | Pkr
terhadap perkara
anak vang memenhi

ketentuan diversi
scsual perma 4 tahun
2014

o Melalukan

musyawarah  diversi
dengan  pihak-pihak
sesual dengan
ketentuan dalam
; | PERMA No.4 Tahun

Fih
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|.

2014 tentang
pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam system
Peradilan Pidana Anak

s Membuat
kesepakatan diversi

o Mengeluarkan
penetapan
kescpakatan  diversi
dan status barang
bukti (KPN)

¢ Mengeluarkan
penetapan
penghentian
pemeriksaan perkara
(Hakim)

i, Indeks persepsi
pencari  keadilan
yang puas dengan
layanan pengadilan

95%

Program Dulungan Manajemen

» Membentuk tim
Surved Eepuasan
Masyarakat (SKM)

+ Membuat SK Tim
sSurvei Kepuasan
Masyarakat (SKM)

* Mempersiapkan
fasilitas tan
perangkat pendukung
pelaksanaan  Survei
Kepuasan Masyarakat

» Melaksanakan survel
melalui  aplikasi  Si
Super

* Mendata dan merekap
hasil SKM  setiap
bulan

e Menyusun laporan
hasil SKM  setiap
bulan

* Melakukan evaluasi
terhadap tiga wunsur
terendah dalam survei
SKM

1
Lay

Fp. 2535, 240 000

il
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2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesainn Perkara |
a. Persentase Salinan | 100% | Program Pencgakan dan Pelayanan Hukum |
Putusan Yang e Menginput Amar 700 | Epo 19810000,
Disampaikan ke Putusan, tanggal | Pkr
Para Pihak Tepat putusan dan e-doc
Waktu putusan  di  SIPP
maksimal 1  harn
| setelah sidang
putusan

* Mengunggah salinan
putusan ke SIFP fe-
doc)

= Mengunggah salinan
putuzan pad e-court
(perkara perdata) dan
pada e-berpadu
[perkara pidana)

* Mengirimkan salinan
putusan kepada para
pihak dengan surat
tercatat

* Menginput tangoal
pemberitahuan
putusan pada SIPP

» Melakukan
penantanganan
elektronik pada
dokumen salinan
putusan di  e-court

dan e-berpadu
b. Persentase Perkara| 9% |« Melakukan 20 |Dana yang
yvang Diselesailan penunjukan Mediator | Pkr | bersumber
Melalui Mediasi oleh majelis hakim dari  pthak
* Melaksanakan yang
mediasi dengan para berpekara
pihak cleh mediator
* Melaporkan hasil
mediasi kepada
Majelis Hakim oleh
mediator

» Melaporkan mediator
| yang berhasil mediasi

kepada Dirjen
Badilum

Rancancan Renrana SQtratenic Tahiis ANMA AnNA



Program Dukungan Manajemen

# Menvediakan fasilitas 1 Fip. 3 G50 G Bob
dan sarana | Lay
pendukung

pelaksanaan mediasi
I

3. | Meningkatnya Alkses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

'a. Persentase Perkara | 93% Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Prodeo yang o Memverifikasi berkas | < Rp. 1.440.000,-
Diselesaikan ' permohonan  perkara | Pkr
proden
‘o Mengeluarkan
penetapan dari KPN

¢ Menerima
pendaftaran  perkara
prodeas

* Melaksanakan
administrasi dan
pendistribusian
perkara

» Memeriksa dan
memuius perkara

¢ Melakukan minutasi
perkara

» Mcngelola anggaran
untuk perkara proden

'b. Persentase Perlara | 100% Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

yang Diselesailan o Melaksanalan BR K, GF,902,000,-
di Luar Gedung persidangan  perkara | Pkr
Pengadilan permohonan di  luar

Gedung pengadilan

e Mengelola angparan
terkait sidang di lnar

Gedung pengadilan

'_ngrﬂ.m Cukun gan Manajemen

¢ Menyediakan jaringan I | Fp138595.000

mnternet dan jaringan | Layv
listrik yvang stabil

* Menyediakan [fasilitas
dan perangkat
pendukung
penyelesaian perkara

Rancanocan Renrana Strateoie Tahiin 2004970700



¢, Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum

100%

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

» Melalkukan
seleksi terhadap
lembaga penyedia
bantuan hukum

* Melakukan
dengan
terpilih

= Melakukan
pendampingan
terhadap masyarakat
pencari keadilan
melalui lavanan Pos
Bantuan Hukum

 Mendata jumliah
masyarakat Vang
mendapat layanan Pos
Bantuan Hukum

proses

Moll |
posbakum

» Melakukan money
terhadap  pelayanan
posbalkum sctiap
bulan

440
0J

Rp. 44.000.000,-

4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(Dieksekusi)

B5%

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

« Menerima
permohonan ekselkusi

» Melakukan telaah
eksekusi dan

membuat berita acara
= Menerima
pendaftaran eksekusi
e Mengeluarkan
Penetlapan aanmaning
s Melakukan
pemanggilan
termohon eksekusi
untuk aanmaning
= Melakukan persiapan
sita eksekusi dan atan

konstatering

s Melakukan rapat
koordinasi

* Membuat penectapan

pelaksanaan eksekusi

2
Plr

Rp. 2.7 70.000,.
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e Melaksanakan ]

chaekusi dan
membuat berita acara
eksekusi

= Mengembalikan sisa
| panjar eksekusi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah alat vang digunakan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A Yang
digunakan untuk tahun 2024-2029 masih mengacu pada surat Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang
Penelapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Kecuali dalam
perjalanan tahun tersebut terjadi perubahan, maka akan dilakukan revisi
perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam dokumen revin.

Indikator Kinerja Utama [IKU] telah menjadi acuan penyusunan PP dan
SKP, dan pada akhirnya dokumen tersebut menjadi dasar pemberian tunjangan
kincrja dan penetapan ASN berprestasi freward) juga menjadi salah satu faktor
pertimbangan pemberian punishment.
Tabel 17. Sasamn dan Indikator Kineda Utama

PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

e e T |

| * SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 temtang

| Penyvelesainn Perkara di Pengadilan Tingkat Pertarna dsn Tingkat
Banding pada 4 (Empai) Lingkungan Peradilan,

* Surat Dirjen Badilum Nemor 485/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28
April 2021 perihal Penpendalisn  Penyelesaian  Minutasi dan
Pemberkasan Perloir.,

* Perkara yang disclesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu pervelesaian pada SIPP,

* Jumilah perkara yang disclesaikan epat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun bedalon scsuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk, Pertama paling lambat 5 {lima) bulsn.

* Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 [dua)
bulan sesuai UU Nomor 31 Tehun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Piduna Korupsi,

* Jumlah perkara yang diselesaikan adslah peritara vang diputus dan

Rancanoan Rencana SQfrateaic Tahiim 2074 0000



»  BIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas TA
=i + Laporan Bulanan

kara perdata yang disslesalican bepat wal
STl Bt o o el X100 W

= BEMA MNomor 2 Tehun 2014 fanggal 130 Mapet 2014 fentang
Penyelespian Perkara dl Pengedilan Tingkst Pertama dan Tinghea
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peraditan,

+ Surat Difen Badilum Nomor 486, Dju/HM.02.3/4/2021 tanggsl 28
April 2021 peribal  Pengendalisn Pooyelesalan Minutasi dan
Pemberkasan Porkarn,

= Perkara yang disclesaikan tepat wakiu menggunakan informasi jangla
| wakiu penyelesaian pada SIPP,
*+ Jumlah perkara vang dizselespikan tepat waliu ndalah perkara yang

| diputus dan diminutasi pada tshun berjalan sesuai SEMA Nomor 2

Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 {lima) bulan.

| = Rhususuntuk perkara Tipikor penyvelésaion tepat wakin adalah 2 [dua)
bulan sesuai UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidena Korpsi.

s Jumlah perikara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan,

SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A
Laparan Bulanan

Panitera

lﬂmgﬁiﬁ— n% % 100 %%

[ = BEMA Nomor 20 Tahun 2014 ianggal 13 Marel 2014 {entang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
; Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan,

| = Surat Dirjen Badilum Nomor %fﬂjuleLD!,ﬂﬂfﬂﬂEl tanggal 28
.Ha:rﬂ 2021  perikal  Pengendalian Pm:.rdemmn Minutasi dan
Pemberknsan Perkirm,

* Perkara yang disclesailan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP.

» Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminuiast pada tehun berjalan sesval SEMA Nomor 2
Tahin 2014 pada Pengadilan Th. Pertama paling lambet 5 (lima) bulan,

»  Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua)
bulan sesuni UL Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindalk
Pidana Korupsi.

* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perlara yang diputus dan
diminutasi pada tahun bergalan.

» SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A
* Laporan Bulanan

| Panitera

RPanrancan Renrarna Qtrateoie Tahiin 202420000



|k pericien pldsm vang diselesslkan ie
mmiak !m'hln;ll-ﬁnnm exalwan

 FORMULASI

Y X 100 %

k= -
i P‘EEEEHTAHE PERHARA PIDANA HHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

| * SEMA Nomor 2 Tahun 2014 ranggal 13 Maret 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingloungan Peradilan.

* Buret Dirjen Badifum Nemor 486/Dju/HM.02.3/4/202]1 tanggal 28
April 2021  perihal Pengendalian  Penyelesaian  Minotasi  dan
Pemberkesan Perleara;

| = Perkam yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangle
witktu penyelesaian pada S[FP.

* Jumilah perkara yang disclesaikan tepat wakiu adalah perkarn vang
diputus dan diminutasi pada tahun bergalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat & (lima) bulan,

= Khusus untuk perkera Tipikor penyelesaian tepat wakiu ndalah 2 (dua)
bulan sesuai UL Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

| Fidana Korupsi,
« Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkam yang diputus dan
diminutasi pada iahun berjalan.

= SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas A
* Laporan Bulanan

Paniter

H“ﬁlﬁmhﬂmr—iﬁﬂ-mﬂ'ﬂn I.".Iﬂﬂ'H-
[umlsh perikara pirtana khavy yang divelezalkan

INDIKATOR 5 PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEEATAN KEADILAN
 RESTORATIF

« 8K Dircktur Jendoral Badan Poradilan Umum Nomor @
1691/DJUJSK/PRODS12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan
Restaratif Justice di Lingkungen Peradilan Urmam.

« Jumlah perkara yang diselesaikan denpan restoratif adalah perkarn
pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkarn
Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilicasi,

* Perkara yang disjukan untuk restoratil adalah jumlsh
narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan Restoratif Justice,

s SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A
*  Laperan Bulanan

jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif
Parlara yang diajulkan antuk restoratif x 100%

.
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

= Jumlah perkara yang tdak mengajukan upaya hukum banding adalah
Jumlah perkara di tahun berelan yang tidak mengajukan Upaya

Tukuim bandirge.

RPanranaan RPenrana Strateocie Tahyn 2002420970



| = Jumlah perkara yang diselesaikan adalsh perkara diputus da
| diminutasi pada tahun berjalan, i "

* SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Helas 1A
* Luporan Bulanan

l paniter

| FORMULASI JEEA DRNATS yiln Ak s geikons npsye bt liad Rerdlng X100
L A R Jumlbah pericara diselesallan %

"INDIEATOR 7
PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sdalah
jumlah perkara tehun berjulan vang tidak mengajukan upaya hukom
» Jumlah perkara khusus yang disckesaikan adalah perkara vang
diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat
Fertama dengan upaya hukum kasasi, antara laln pada perkara pidana
yang diputus bebas murni, perkara niaga, scogketa pemila, PHI dan
permohonan perkara perdata.

* SIPP Pengadilan Negeri Bando Aceh Kelas 14
* Laporan Bulanan

Jumbal por o yuig Udak anengadakan u hekum kasas
fumiah perkara HM.:E'@"&. - X100 %

* Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pldana enak
di tahun betjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan herhasil
melalui penetapan diversi berhasil,

* Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak vang
dinjuben diversi,

* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 wnteng Pedoman
pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak,

SIPP Pengadilan Negeri Banda Acch Kelas LA
Laporan Bulanan

Panitera

Jumlal perliara divers| yang disyatakas berharii :}'.' 1005

Jamlah perbara diversd

* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusinan
RIPST Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik,
- * Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval [KM Index

harus = B0,

Rancanean Rencana Qtratecie Tahiin 20924 0000




* Laporan Bulanan hasil Survey melalui Aplikasi Si%uper

Panditera

Perhitungan tahunan ditakukan dengan merata-ratakan nilal yang
diperoleh pada setinp triwulan,

DETW 4 DETIH'2 + STWS + 0TI

| +
| Sedangkan untuk perhitungan setisp bulannya  dilalkuken  melalui
pengolahan data survel pada Aplikasi SiSuper,

AmaRA CATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENVELESATAN PERKARA
INDIKATOR 1 .

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERHARA YANG DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK
_TEPAT WAKTU _

* Untuk Pengadilan Tk, Pertama disampaikan kepada para pihak.

. ﬁuﬂm Nomor 1 Tahun 2011 (entang Fenyampaian Salinan dan Petikan

tusan

* Jumlah putusan adolah  perkarm minosi vang sudah
diputus/dilicimksn,

* Surat Digen Badilum Nomor 485 /Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28
| April. 2021 perihal Pengendalion  Penyelessian  Minutas dan
Pemberkasan Perkarm, :

* Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat wakiu
adalah jumlzh penvampaion salinen putusan kepada para pihak
dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara
pidana, Pengadilan wajiban mengirim  kepada para  pihak
sedangkan untuk perkara perdata, Pengadilan menyediakan dengan
: tngka wakiu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yEng

* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminotasi
pada tahun beralan.

*» SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas LA
*  Laporan Bulanan

Fanitern

lumiak sallman patunan yamg dlimlnataed dan diklidn topat sk X100%

rﬂhﬂmﬂgﬁm

INDIKATOR2 _
| PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIAST

* Perma Nomar 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah Jumlah perkara yang
dimedins ﬂa.n dimatakan medias berhasil yang dibuktikan dengan

* Jumlsh perkars vang dimediasi adalah jumlah perkara perdata
Bugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjatan.

* SIPP Pengadilan Negerl Bandu Aceh Kelas A
*  Laporan Bulanan

Rancanean Renrana Strateaie Tahiin A0AA ANAN



lutnlah perkera vasg disebesalkan mebsliul medias berhasti "
.......... | TimTah periars yg FERE mei— X 100%

s kl:'l-'il".-.‘I 3 - ' :-u-\.- ...... ] 4 Wb el - drr.'|.—"-' TP oad o i e 'E'-r"-'.?‘:"'\-: = "..-_'_. ="-"'.'.'.r AT -"|.'|!
| MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
INDIKATOR 1 :
| FERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESATHAN
| = Perma Nomor I tahun 2014 tenteng Pedoman Pemberian Lavanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
* Definisl prodeo sesual di PERMA Nomor i Tahun 2004 tentang
Pedoman Pemberian Laysnan Hukum Bagi Masyarakat tidak AT
di Fengadiliun adalah pembebasan biaya perkara.
* PFerkare prodeo vang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodea.

| - ‘SIPP Pengadilan Negerd Banda Aceh Kelas 14
* Laporan Bulanan

| Paniters

Jumlah perkara predes yung diseiesalian
TnElEh perkirs yang diajukan secara prodes X100 %

_PERSENTASE PERKARA YANG DISELESATHAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

* PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layannan
Hukum hagi Masyarakat Tidak Mampu i Pengadilan

* Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
deung_p_-:ng;&ﬂilan [zetlingolnatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnva

o yama | * SIPP Pengadilan Neperi Banda Aceh Kelas 1A
......_ rolei T ke ¥ Iﬂmmlm

dislesaikan i luar Grdung Penpaditan
MFEEMIEIIMHMndIM ing Femgadlian © 100 %5
INDIKATOR

PERSENTASE PENCARI GOLONGAN YANG MENDAPAT LAYANAN

= PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

* Golongan tertentu adalah setinp orang atau kelompolk orang vang tidak
mampu secara ekonomi dan atau tidak memilild alses pads informast
konsultasi hukum yvang memeriukan layanan hukum.

+ Jumleh layanan hulum adalah jumbab pencari keadilan yang terdafiar
pada register poskalaim.

SIPP Pengadilan Negerd Bandn Aceh Kelas LA
Laporan Bulapan

Ranranoan Renrana Stratecic Tahiin 2N34_7000



femiahi Pesstard Kradiban Golongas Terentu Vg Mendapa
Layanen Bankuas Mooy
pemlak permshosan layanan hekum X100 %

b e "":'_"".- o S T '.'_—.".'.:::

Jumlsh cksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumilah
pelaksansan chsclusl. Penctapan non ecxcutable harus diangmap
sebagai pelaksanaan ckackusi.

Jumlah permohonan ekeckusi adalah jumiah permohonan eksekusi
yang disjukan pihak di tahun berjalan.

BHT : Berlebuatan Hukym Tetap

Putusan yang ditindaklanjut = perkara permohonan eksekusi yang
dapat diliksanakan, perkara yang sudah inkeah dan tidak diajukan
permohonan eksekusi.

Jumdah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aamaning.
sita ekselus!, lelang dan pengesongan.

SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelag 1A
Laporan Bulanan

: Panitera

Jumlals ksekisl vang telah selesal dibaksan sl m

Jumleh permokoran piore ksl X100 %

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis yang ditetapkan olech Mahkamah Agung untuk
Pengadilan Tingkat Pertama merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan memuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut -

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk

a.

mencapal sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelavanan Hukum adalah :
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatannya :

e Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum vang di susun;

* Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum;

4l
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Maonitoring putusan yvang ditindaklanjuti [(eksekusi) di Lingkungan

Peradilan Umum;

» Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan
Biava Perkara:

* Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama

dan tingkat banding tepat wakiu;

* Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung
Pengadilan,

b. Program Dulungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berlualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
program ini adalah :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kegiatannya :
« Realisasi kebutuhan sarans dan prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan
2. Dukungan Manjemen Administrasi Kesekretariotan Pengadilan Tinghkat
Banding dan Tingkat Pertama
Indikator Hegiatannya :
= Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara [PI ASH).
¢ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanasn Anggaran (IKPA).
+ Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

» Kualitas pelayanan informasi publik.

EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi ukuran tingkat pemanfaatan sumber dava dalam suatu proses,
Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan
semakin efisien. Efisiensi adalah pemanfatan sumber daya secara minimum guna

pencapaian hasil vang optimum.

Efisien = Capaian Kinerja Fisik > Capaian Kinerja Angaran
Tidak Efisiensi = Capaian Kinerja Fisik < Capaian Kinerja Keuangan

Rancanocan Renrana Strateaie Tahon 202420720



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi
perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua
puluh) tahun antara Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, Perubahan pesat
yang akan terjadi pada rentang periede tersebut adalah perubahan pada demografi
global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia,
konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas

menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar
angkasa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadi
acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 20235-
2029 yang menyasar pada 5 hal vaiiu @
Pendapatan perkapita setara dengan negara maju;
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang:
Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat;
Daya saing SDM meningkat;

0o BR o

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net gero emission.

Adapun Visi Presiden adalah *mewujudkan Indonesia Emas yaitu Indonesia
sebapgai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan”. Visi Indonesia
Emas diwujudkan melalui 8 Misi Pembangunan dalam benwk Agenda
Pembangunan Nasional.

Misi Pembanpgunan terdiri dari 3 Transfomasi Indonesia, 2 Landasan
Transformasi, dan 3 Kerangka Implemantasi Transformasi. Ke 8 Agenda tersebut
dilaksanakan melaloi 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 indikator
utama Pembanpunan.
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam 5 tahun ke depan, Mahkamah Agung mendukung Misi Pembangunan

ke 4 vaitu Memantapkan Supremasi Hultum, Stabilitas, dan Kepemimpinan yang
merupakan bagian dari Landasan Transformasi dimans salah sat Agenda
Pembangunannya adalah Mewujudkan Hulum Berkeadilan, Keamanan Nasional
Tangguh dan Demokrasi melalui :

1.

2.

Penataan regulasi dengan target pembentukan lembaga pengelola regulasi
dan pembaruan substansi hukum,

Penguatan sistem anti kerupsi dengan target penguatan implementasi strategi
nasional pencegahan korupsi an optimalisasi mekanisme dan pemulihan dan
pengelolaan asset,

Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata dengan target penvempurnaan
hukum ekenomi untuk mendukung kemudahan berusaha, penerapan
pendekatan keadilan restoratif, dukungan TI di bidang hukum dan peradilan,
serta peningkatan integritas dan pengawasan halsim,

- Penguatan akses terhadap keadilan dengan target layanan keadilan dan

pemberdayaan hukum bagi masayaralkat,
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

EPJMN tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia yang Agung, maks Mahkamah Apung menetapkan sasaran

sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan vang pasti, transparan dan alkuntabel,
<. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
% Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
3. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat teknis di Lingkungan

Feradilan

- Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber

daya aparatur di Lingkungan Mahkamah Apung

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secars

optimal

. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

Dari masing-masing sasaran strategis di atas maka ditetapkanlah arahan

kebijakan sebagai berikut:
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Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut

1, Penyempurnaan penerapan sistem kamar:

2. Pembatasan perkara kasasi;

3. Proses berperkara yang sederhana dan murah:

4. Penguatan akses peradilan

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efelktivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesual dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/[X/2009 tentang
Jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran
ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata
agama dan perkara Tata Usaha Negara, penyvelesaiannya tidak boleh lebih dari
3 (lima) bulan kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa dengan
ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama vang bersangkutan wajib
melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Gasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirlsan

Dicapai dengan arah kebijakan vaitu proses berperkara yang sederhana, cepat, dan
biaya murah melalui kegiatan sebagai berikut;

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,

2. Bidang keliling (zitting plaatz) dan

3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum,

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138 /KMA/SK/IX/2009
tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara
penyelesaian  perkara pada Tingkatr Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang
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Penyelesaian Perkara yang menvatakan bahwa perkara-perkara perdata
umum, perdatla agama dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat
dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 enam) bulan dengan ketentuan
ketua Pengadilan Tingkat Pertama vang bersanpkutan  wajib  melaporkan
alasan-alasannva kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluassi secara ritin melalui
pelaporan perkara. Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat
terobosan  untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi

spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui Small Claim Court schingsa
tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Teknis
di Lingkungan Peradilan

Sistemn pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya assessment untulk Pejabat
setingkat Eselon [l dalam pengembangan  organisasi, serta pelaksanaan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat unmk pejabat
setingkat Eselon Il dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan
Sislem  Manajemen SOM Berbasis Kompetensi, menempatkan ulang dan
mencari pegawal berdasarkan assessment, pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (Unit
Pelaksana Dikiay), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di
Mahkamah Agung Rl yntuk pembaharuan sistem manajemen informasi YANg

terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem  informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan vang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berilut:

1. Transparansi kinerja secara efektif fan efisien:

2. Penguatan Regulasi Sistem Informasi Terintesrasi dan

3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Tl

6
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Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Hinerja Aparat

Peradilan Secara Optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Pengawasan aparatur

Peradilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;

2. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;

3. Peningkatan Akuntabilitas dan kualitas pelayvanan peradilan bagi
masyarakat dan

4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagal mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meninghkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan,

dan Aset

Untuk  mewujudkan sasaran strategis  peningkatan  kompetensi  dan

integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan:

2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3. Penyusunan rancangan peraturan mengenai implementasi  kemandirian
AngEaran

4. Penyusunan usulan rancangan revisi paket Peraturan Perundang-Undangan

Keuangan terkait kemandirian anggaran.

Meskipun kebijakan khusus terkait pencegahan dan pemberantasan wabah
nasional Covid-19 tidak lagi menjadi isu penting, Mahkamah Agung memandang
masih dapat menerapkan beberapa kebijakan dan strategi berikurt -

1. Layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata melalui peradilan
elelctronik,

2. Layanan penvelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan
jarak jauh.
Peningkatan kapasitas aparatur sipil Mahkamah Agung melalui diklat online

4, Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor Pengadilan barn dan
renovasi gedung kantor

ul

Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan vang berada di Bawahnva secara online
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Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum
i bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnyva pilar institusi
yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi,

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan  bidang
Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Arah  kebijakan  Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka
melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yaitu
sebagai beriloat:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu
dengan:
a. Penguatan penyelesaian perkara tepat walktu;
b. Peningkatan kualitas putusan, schingga terjadi penurunan angka
perkara vang diajukan upaya hukum kasasi;
. Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna layanan
Pengadilan Tinggl Banda Acch.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
8. Penguatan pengiriman salinan pulusan ke pengadilan pengaju tepat
waktu;

3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,
a. Pelaksanasn pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Tingkat
Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

4. Peningkatan Kualitas SDM.
a. Peningkatan pelaksanaan bimtek bagl aparat tenaga teknis di
lingkungan Peradilan.

ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 24 avat (1) mené¢gaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman
dengan menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Apung dan Badan Peradilan vang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
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Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Perad ilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuassan kehakiman serta
peradilan negara tertinggl yang mempunvai posisi dan peran  strategis dibidang
kekuasaan kehakiman, karena  selain membawahi 4 (empat| lingkungan
peradilan tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang
administratif, personil dan financial serta sarana dan prasarana. Kehijakan "satu
atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung
dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi
sebagai lembaga vang professional, efeltif, efisien, transparan dan akuntabel.
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A adalah bagian dari lingkungan Peradilan
Umum wvang berada di bawah Mahkamah Agung scbagai pelaksana kekuasaan
kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi  sebagai
lembaga yang professional, efeletif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai
dengan {kebijakan "satu atap”) Mahkamah Apung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kelas IA telah menentukan kebijakan dan strategi sebagai berikout ¢
1. Peninglkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehinpgga masyarakat pencari
keadilan dapat mempercleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tingsi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan Kinerja

% Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.

% Pengawasan cksternal dan internal. Hal ini  disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegekan hukum yang akuntabel, dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.

% Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

© Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi vang
memadai untuk meningkatkan kinerja.
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2. Peningkatan kualitas pelayanan publik,
Dalam wupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut
< Memiliki standar pelavanan bagi pencari  keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.
% Memiliki mekanisme penanganan pengaduan,
% Meningkatkan  sarana  prasarana dan teknologi  informasi  untuk
pelayanan publilk,
Dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas 1A yang Agung maka ditetapkan 4 sasaran sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel,
2, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya  akses  peradilan bagi masyarakat miskin  dan
terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepamhan terhadap putusan Pengadilan.

ARAH KEBIJAKAN MASING MASING SASARAN
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
alkuntahbel
Dalam mewujudkan sasaran strategis ind, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A
menectapkan arah kebijakan sebagai berikut:
L. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan upaya hukum
3. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice
4. Keberlanjutan e-court dan e-berpadu
9. Pelaksanaan sistem peradilan anak

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran strategis Peningkatan  Efcltifitas Pengelolaan Penvelesaian Perkars
menitikberatkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. SPPTTI

2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis

3. Peningkatan SDM vang berkualitas
4

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan  secara

optimal
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Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Arah kebijakan terhadap sasaran ini adalah :
1. Proses berperkara yang sederhana, murah , dan biaya ringan

2. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
3. Penpuatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan poabakum)|

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Penpgadilan

Menekankan pada arah kebijakan terhadap

1. Peningkatan  pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah
berkekuatan hukum tetap (BHT),

2, Penyempurnaan sistem eksekusi

4.2 HKERANGHA REGULASI

Dalam meclaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
REJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Rementerian /Lembaga,
maka Kementetian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi vang
dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Keranghka regulasi merupakan perencansan pembentukan regulasi dalam
rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masvarakat dan
penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi  berisi penjelasan mengenai gambaran umum vang
dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta
kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian, Lembaga.

Perlu dimasukkannya kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Tahun
2025-2029 adalah untuk ;

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan Pengadilan.

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan.

4. Meningkatken efiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.
Berdasarkan UUD 1945 tersebut kemudian, dibutuhkan turunan aturan

seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan

Rancangan Rencana Stratecie Talim 207247070
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Dari produk-produk aturan dan regulasi vang telah dibuat elksekutif dan
legislatil terscbut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan
regulasi yang ada dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Produk regulasi/aturan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah
Agung [PERMA), Sural Edaran Mahkamah Agung (SEMA], Keputusan Ketua
Mahkamah Agung, Maklumat, Peraturan Sekretaris Mahkamah Apung, Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Apung,
Tabel 18. Kerangka Regubasi Fcng&ui!nn Megeri Banda Aceh Kelas 14

"'t-“{, i

n;el:u

Pmdnktiﬂitaa Pe a.ian Ferlm:n
1, Peningkatan 1. Mer Meningkatkan - Burat Edaran Panitera
penvelesaian frekuensi persidangan sosialisasi PERMA
perkara tepat waktu tentang percepatan
2. Meminimalkan penyelesaian perkara
2. Pembatasan upaya penundaan sidang
hukum Revisi pola bindalmin
3. Meningkatkan [termasulk
3. Peningkaian ketelitian dalam penyederhanaan
penvelesaian penyusunan berkas proses perkara)
perkara pidana upaya hukum
dengan F.J Mou Pelakeanaan
4. Spesialisasi hakim Sisten Peradilan
4, Pelaksanaan sistem pada Pengadilan Pidana Terpadu
peradilan anak Tingkat Pertama [SPPT)
2. Pembentukan . BK KPN dan =0p
tandasan hukum tentang pelaksanaan
untuk meminimalisir Sistermn Peradilan
sisa perkara akhir Fidana Analk
tahun
. Juklak/juknis
6. Pelaksanaan sistem lentang percepatan
peradilan pidana penyelesaian perkara
terpadu, one stop
service . 5K KPK dan SOP
tentang
pembentukan majelis
hakim dan Paniters
Pengganti
. 8K KPN dan S0P
tentang PTSP
- 8K KPN tentang
satgas SIPP
Pemanfaatan Tl Untuk Penanganan Perkara
1. Penerapan SPPTTI |1, Implementasi . 5K KPN tentang 1. Ketua
i layanan digital 4. Hakim
2, Keoberlanjutan Pe?:éj;z?pﬁ:i::fam - - 4. Panitera
c-court dan i SK KPN tentang 4. Sekretaris
¢-berpadu terpadu Satgas SIPP
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2, EKeberlanjutan 3. SK lentang Survey
implementasi sistem e- Kepuasan
eourt dan e-berpadu Masvarakat

|
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Dan Layanan Pengadilan

1. Peningkatan 1. Pembuatan SOP 1. S0P pelaksanaan Panitera
pelaksanaan cksekust pelaksanaan eksekusi eksekus:
putusan perkara
perdata  yg  telah |2 Pelaksanaan Mol 2. Mol dengan
berkekuatan  hukum eksekusi dengan aparatur keamanan
tetap LT aparatur keamanan 3. SK KPN tentang
2. Penyempurnaan inovasi pelayanan
sistem eksekusi

| d —
Fenguatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Hukum Dan Informasi Pengadilan

l. Proses berperkara |1, Implementasi SK KMA | 1. Juklak/juknis Panitera
yang sederhana, tentang percepatan tentang percepatan
murah, dan biaya penyelesaian perkara penyelesaian perkara
ringan

2. Penambahan velume 2. Moll penvedia

2. Pengnatan akses layanan pos bantuan layanan pesbakum
peradilan (prodeo, hukum
sidang keliling, dan d. SK KPN tentang
posbakum] 3. Penambahan volume lembaga penyvedia

perkara prodeo layanan posbalkum

3. Penguatan akses
penyelesaian . Peningkatan pelayanan | 4. MoU Pelaksanaan
perkara puhblilk Sidang Keliling
permohonan
identitas hakum 3. Penambahan volume 2. BK KPN tentang

sidang keliling pengelola meja
informasi

6. 5K KPN tentang
standar pelayvanan

publik
1. 5K KPN tentang biaya
perkara
Peningkatan Fungsi Pengawasan Untuk Mengembalikan HKepercayaan Masyarakat Terhadap
Pengadilan
1. Peningkatan 1. Penguatan sistem | 1. BK KPN tentang
pembinaan bagi pengawasan dan penunjukan
aparatur tenaga penegakan putusan lumnilma:nr hakim
teknis pengadiian PEnERwas
2. Pela i 2. 3K KPN tentang

o penunjulan tim
pengawasan kinerja audit internal
pparatur peradilan

3. Peningkatan
transparansi
pengelolaan SDM,
keuangan dan aset
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Fengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
merupakan pelaksana regulasi yang pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945,
Dalam  pelaksanaan  regulasi  ini, Pengadilan  Negeri Banda  Aceh
mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK), dan Standard
Operating Perosedur (SOP|.

Dalam rangka reformasi birckrasi dalam pemberian pelayanan kepada para
pencari keadilan di wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA juga
mencrapkan regulasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dalam hal sebagai
berikut:

1. Manajemen Perubahan

Melalui kegiatan SerifikAsi Mutu Pengadilan Ungzul dan tangguH (AMPUH),
pembangunan Zona Integritas menuju WBE /WBBM, penunjukan rol madel
dan agen perubahan
2. Perundangan-undangan
Melalui kegiatan sosialisasi tentang perubahan Undang-Undang  atay
Peraturan Pemerintah vang mendukug pelaksanaan tugas.

3. Penataan dan pengualan organisasi
Melalui kegiatan yang berpedoman pada SOP sehingga visi dan misi
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A dapat tereapai

4. Penataan tata laksana
Melalni kegiatan pemanfaatan TI, cfisicnsi manajemen, dan peningkatan
kinerja instansi dan pemberian reward dan punishment,

3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia

Melahi kegiatan diklat dan penempatan 3DM sesuai kompetensi dan beban
kerja

6. Penguatan akuntabilitas kinerja

Melahu kegistan peningkatan kapasitas dan pengelolaan  akuntabilitas
kinega instansi.

7. Pengualan pengawasan

Melalui kegiatan pengawasan oleh hakim pengawas bidang, rapat bulanan
dan rapat kegiatan, serta pembentukan tim untuk pemberian retwerd dan
punishiment

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pengaduan,
penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan peningkaran TL
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3.3 KERANGHA KELEMBAGAAN

Penyusunan  Kerangka Helembagaan meliputi kegiatan menyiapkan
perangkat struktur organisasi, ketatalaaksanaan dan pengaturan mengenai
pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda
Aceh Kelas 1A dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

Berikut pembagian tugas pokol dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas A berdasarkan Peraturan Mahkamah Apung
Rl Nomor 7 Tahun 2015,

1. Pimpinan
a.  Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai
pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam
melaksanakan tugas pimpinan bersama Walkil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil

Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

* Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang - undang No, 49 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum) bersama-sama melaksanakan lugas dan tanggung jawab
alas terselenggaranva peradilan yang baik dengan jalan melakukan
kegiatan:

“ Perencanaan (Planning & Programming);
* Perlaksanaan |Executing;
% Pengawasan (Cantrole);
Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya
pembagian tugas dengan rincian:
a. Perencenaan (Planning & Programming)
Dalam penyusunan rencana kerja baik Jangka panjang, jangka
menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikutsertakan Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub
Bagian,
b. Pelaksanaan |Executing
Relancaran pelaksanaan tugas ;
- Yustisial;

-  Non Yustisial:

i)
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- Extra Yustisial/tugas tambahan:

= Adminitrasi dan mengawasi Peradilan

- Adminitrasi Umum.

Dipertanggungiawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan

Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut

kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

c. Pengawasan |Controle

Pengawasan terhadap masalah-masalah

- Keuangan, baik Anggaran Pendapatan dan Bela nja Negara (DIPA 01
dan DIPA 03) maupun uang keuangan perkara.

- Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan
Sekretariat dalam kaitannya dengan kedisiplinan, kemampuan
tehnis Yustisial, adminitrasi, kepatuhan LHEKPN bagi penyelenggara
negara dan penilaian SKP,

- Peralatan,

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kelas [A didelegasikan kepads Wakil Ketua sebagai koordinator

pengawasan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi,
penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

b. Tugas Hakim

= Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara vang diajukan
kepadanya baik vang menyangkut dengan perkara pidana maupun
perkara perdata.
Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang,
baik bidang perdata, pidana, tipiker, PHI, hukum, umum dan keuangan,
kepegawaian organisasi dan tata laksana, perencanaan  teknologi
informasi dan pelaporan.

2. Kepaniteraan
a. Panitera
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesckretariatan  Peradilan. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A telah

menerapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
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Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7

Tahun 2015 terscbut.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I dimaksud pada pasal 45
ditegaskan “Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat vang berkaitan dengan pekara.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45,
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas (A menyelenggarakan fungsi, vaitu :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanazan pengelolaan administrasi perkara perdata;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

¢. Pelaksanagn pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data
perkara, dan transparasi perkara;

L. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program telknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

8- Pelaksanaan mediasi:

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

o
"

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Pasal 47 menegaskan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A, terdiri atas

a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
¢. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum;

b. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi
perkara di bidang perdata.

Kepaniteraan Muda Bidang Perdata dalam menjalankan tugas schari-hari
menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemeriksazan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

perdata;

2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

af
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3. Pelaksanaan distribusi perkara vang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dar: Ketua Pengadilan;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkars vang sudah diputus dan
diminutasi;

2. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
vang tidak hadir;

6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembali kepada para pihak;

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

10. Pelaksanaan penerimaan permohonan ekselousi:

11. Pelaksansan  penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kebkuatan hulkum tetap;

1Z. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkelkuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum:

13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera,

c. Panitera Muda Pidana
Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Panitera Muda Pidana

mempunyal tugas melaksanakan administrasi perkara bidang pidana,
Kepaniteraan Muda Bidang Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
pidana;

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

¢. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon;

d. Pelaksanaan distribusi perkara vang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Halkim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dan Ketua Pengadilan:

58
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P.

Pelaksanaan penghitungan, penviapan dan pengiriman  penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan izin penyitaan
dari penyidik;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan
diminutasi:

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yvang tidak hadir;

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembali kepada para pihak:

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjanan kembali:

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyverahan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa:

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyvimpanan berkas perkara yang  belum  mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum:

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan: dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Khusus

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi

perkara di bidang perkara khusus.

Di Pengadilan Negeri Kelas [A Banda Aceh, Panitera Muda Khusus ini terdiri

dar ¢

1.
2.

Repaniteraan Khusus Perselisihan Hubungan Industrial:
Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas administrasi Kepaniteraan Khusus Perselisihan

Hubungan Industrial dan Kepanitersan Khusus Tindak Pidana Korupsi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut -
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a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkars
khusus;

b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon:

d. Pelaksanaan distribusi perkara vang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Perunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan:

e. Pelaksanaan penghitungan, penviapan dan pengiriman  penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan:

i. Pelaksanaan penerimaan permohonan yin penggeledahan dan ijin penyitaan
dari penyidik;

g Pelaksanaan penyiapan penunjukan hakim pengawas dalam perkara
khusus;

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan
diminutasi;

i Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan ungkat pertama kepada para pihak
vang tidak hadir;

J-  Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembali kepada para pihak;

k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yvang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali:

L Pelaksanasan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hulum kepada para pihale dan menyampaikan relass penyerghan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

m. Pelaksanaan penberitahuan isi putusan upava hukum kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eleselosi;

0. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

p. Pelaksanaan penyerahan berkas perlara vang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum;

q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan: dan

r. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Panitera,
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e. Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penvajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara

serta pelaporan.

Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan  tugas schari-hari

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut -

.

b
c.
d

o

e

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara:

Pelaksanaan penyvajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

Pelaksanaan penataan, penvimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara;

Pelaksanaan penyviapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparasi perkara;

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti

% Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.

= Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.

* Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan.

* Pelaksanaan penyvatuan berkas perkara secara kronologis /berurutan,

v Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara samapai dengan perkara
diputus dan diminutasi.

+ Pelaksanaan penyampaian berkas perkara vang telah diminutasi kepada

Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara untuk diteruskan kepada
Panitera Muda Hukum.

g. Jurusita/[Jurusita Pengganti

o

L -

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak

Pelaksanaan pemberitahuan sita dan ekselasi pada para pihak
Felaksansan persiapan sita dan eksekusi

Pelaksanaan sita dan ekselusi dan penyusunan berita acara
Pelaksanaan penverahan berita acara sita dan ekselusi pada para pihak
terkait
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3.

Kesekretariatan
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A adalah aparatur
tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada Sekretaris
dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretaniatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA.
Dalam melaksanakan administrasi, kesekretariatan Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA menyelenggarakan fungsi -
Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

a
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.  Pelaksanaan urusan keuangan;

d

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan srganisasi dan tata laksana;

o

Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik:

™%

Pelaksanaan wrusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan : dan
g- Penyiapan bahan pelaksansan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
seria pelaporan di lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A.
Kesckretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas [A membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Kepegawadan, Organisasi dan Tata Laksana;: dan
¢. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

d. Fungsional Pranata Komputer

e. Fungsional Perencana

f. Fungsional Arsiparis

Sub Bagian Perencanaan, Te knologi Informasi Dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ini
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan
anggaran, pengelolaan teknologi informesi dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dekumentasi serta pelaporan,
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b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyvai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

dan pelaksanaan organisasi.

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakal, perpustakaan serta
pengelolaan keuangan.

o Sub Bagian Umum

Bub Bagian Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain:
melakukan surat menyurat, perlengkapan rumah tangega dan perpustakaan,
Yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi
dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun tugas lainnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana
perkantoran dan keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket malam,
jadwal piket ruang sidang, piket pos jagd, piket informasi, Memastikan
tersedianya peralatan, perlengkapan kantor pada apel pagi dan sore serta pada
upacara nasional, serta pada setiap rapat bulanan, Di samping itu membuat
Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMET), Kartu Inventaris Barang (KIB}, Monev
Triwulan Inventaris (LTI} serta mengurus: segala vang berhubungan dengan
tugas sub bagian umum.

Sub Bagian Umum juga mengontrol kendaraan dinas operasional dan
perumahan dinas juga menjadi bagian yang diawasi oleh Sub Bagian Umum.
Setiap personil yang menempati rumah dinas dikenakan biaya sewa rumah
dinas sesuai dengan ketentuan yang lelah ditetapkan.

s Sub Bagian Keuangan

Fengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas TA berjalan
lancer. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis
yang disyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan
dan fungsinya.

1.3
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2,

f.

Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas, Dengan
keterbatasan anggaran yang lersedia, upaya pemanfaatan anggaran sangat
elisien berdasarkan urgensinva terutama gEuna menunjang kelancaran
persidangan. Seharusnya anggaran tersebut berbasis kinerja bukan sebaliknya
kinetja berbasis anggaran.

Penerimaan Negara (non tax) Pengadilan Negeri Kelas A Banda Aceh
dilakukan oleh petugas pelayanan masing-masing bidang pelavanan dard
pengguna pelayanan sesual dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/ KMA/SK/III/2019 dan dicatat
pada hari itu juga pada pembukuan (akrual). Selanjutnva Bendahara Penerima
dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu, Dalam pelaksanaannnya
Atasan Langsung Bendahara Penerima tetap berusaha melakukan langkah-
langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung
jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya, schingpa
Bendahara Penerima secara berkala menyetor seluruh penerimaan yang telah
dipungutnya dalam waktu yvang ditentukan yakni sekurang-kurangnva sckali

dalam semingpu,

Fungsional Pranata Komputer
Pranata komputer adalah ASN vang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh cleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan kegiatan

sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Fungsional Perencana
Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan

Instansi Daerah.

Fungsional Arsiparis

Arsiparis adalah ASN yang mempu nyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawah
untuk pada Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan
Perguruan Tinggi Negara.
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Gambar . Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 14
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PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas 1A memiliki kepentingan baik sepihak maupun timbal balik dengan
stakeholder-stakeholder diantaranya yaitu

keadilan /pengguna
lavanan

Tabel 19, Pemetaan Stakehalder

. Kebutuhan dan kcpu&a:nnnj"a

terpenuhi  akan  keadilan  dan
pelayanan prima.
Dapat menjangkau dan

menerima  layanan  pengadilan
dengan midakh termask
masyarakat miskin dan
terpingeirkan.

Percaya dengan kinerja
lembaga peradilan.

dan

Q. Terdakwa dan Saksi

pE'JE'l}fHTIEI.'i

Menyediakan
sarana dan prasarana vang
nyaman

Proses persidangan  yang
lepat wakiu

faz=ilitas

Memberi  putusan yang
dapat diterima oleh semua
pihak

kode etik peradilan

o

| Perlindungan hukum, persidangan |1. Menyediakan layanan
vang tidak berbelit-belit perlindungan saksi,
2. Memastikan persidangan
vang efisien, dan
3. Menjamin hak-hak hukum
3. | Mahkamah Agung dan | 1. Tercapainya visi dan misi 1. Melaksanakan seluruh
Komisi Yudisial 2. Tercapainya WBK/WBEM aturan dan instrulksi
3. Opind WTP 2. HKonsultasi/koordinasi
4. Peningkatan mutu 3. Menegakkan kode etik,
3. Kepatuhan terhadap hukum dan |4. Meningkatkan

akuntabilitas, serta
Melaporkan kinerja secara
berkala

i, Pengadilan Tinpgt

Pengawasan teknis dan non teknis

. Melaksanakan

sefiurmh
aturan dan instruksi

Konsultasi/koordinasi

03
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(KPPN, BPK, BPKF)

! 5. | Kepolisian Terlaksananya koordinasi terkait |1, Koordinas pelaksanaan
keamanan dan ketertiban dan proses pengamanan sidang
persidangan 2. Kerjasama dalam kegintan

peninghkatkan  skill  dan
keahlan sekuriti
f, I Kejaksaan Koordinasi yang  ‘haik dalam | 1. Meningkatkan kerja sama
I | penegakan hulkum dan penyelesaian | dengan aparat  penegak
perkara hulkum dan
2. Memastikan kelancaran
proses peradilan
7. | Forkopimda Terjalinnya hubungan yang baik dan | 1. Terlibatf berkontribusi
dan harmeonis dalam setiap kegiatan yang
_ diadakan
2. Memberi sumbangsih demi
perkembangan daerah
8, | Pemerintah Daerah dan | Sinergi dalam pelaksanaan hukum | Membangun kemunikasi akhl
Pusat dan peraturan daerah dengan  pemerintah dan
melaksanakan kebijakan
| hukum dengan baik
9. | KPPN/KPKNL/Kanwil | Pelaksanaan anggaran 1. Melaksanakan seluruh
aturan dan instruksi
2. Konsultasi/keordinasi

| 10, | Penasehat Hukum Akses mudah ke informasi perkara | 1. Digitalisasi layanan

dan layanan hukum vang profesional peradilan,
2. Komunikasi terbuka
dengan pengacara, serta
3. Pelayanan hukum yang
professional
4. | Rutan/Lapas Menampung terdakwa yang dalam | Melaksanakan kegiatan
proses persidangan Kimwasmat secara berkala
5. | Bapas Pendampingan anak vang | Proses persidangan vang tepat
berhadapan dengan hukum waktu
6. | Mahasiswa 1. Pengamatan proses persidangan | 1. Mengefektilkan
2. Prakiek atas teori di fakultas pelaksanaan kegiatan
persidangan semu
2. Mengikutsertakan dalam
prases persidangan
3, Pembimbingan dan
menunjuk  mentor  bagi
mahasisws magang
7. | Media dan LSM Transparansi dalam proses peraditan Menyvediakan keterbukaan
dan akses informasi puhlik informasi dengan tctap
menjaga kode ctik peradilan
8. | Bank Mitra dan | Kelancaran pengelolaan  kewangan | Menjalin kerja sama dengan
| Instansi Keuangan | dan transalosi pengadilan sistemn perbankan dan instansi

keuangan untuk transparansi
dan akuntabilitas

Rancanean Rencana Qtratenic Malass ANAA AMAA




peningkatan kapasitas

dan  menerapkan  teknolog
untuk  mendukung  kerja
pengadilan

2. | PT. Pos Indonesia | Terjalin kerjasama yang baik dalam Mengusulkan anggaran agar
penvediaan jasa pengiriman surat kerjasama tetap terjalin
dan dokumen dinas
10, | Bappenas -Feta[-:s.anaan pembangunan  dapat Menyajikan laporan  terkait
terdokumiasi dengan baik pelaksanaan Anggaran
pembangunan dengan benar
dan tepat waktu
I Dinas Sosial Penyvediaan layanan sarana serta | 1, Penyediaan  sarana  dan
prasarana prioritas bag penyandang prasarana prioritas  bagi
dizahilitas penvandang disabilitas
(2. Pelatihan petugas yang
akan berhadapan langsung |
dengan penyandang
digabilitas
12, | BNN 1. Proses persidangan 1. Mengefekiifkan kerja sama
2. Pencegahan penyelahgunazn |2, Pemeriksaan narkoba
narkoba secara berkala
13. | BRJS Penyediaan  layanan  kesehatan | 1. Memperbaharui setiap
pegawai terjadi  peubshan  data
peserta
2. Menyerahkan juran tepat
waktu
14. | Telkom/Lintas Penyediaan layanan jarngan | Mengusulkan anpearan agar
Arta/PLN/PDAM internet/listrik fair kerjasama tetap terjalin
15, | Disdukecapil / KIP Pelaksanaan sidang terpadu Membuat Mou dan
berkoordinasi dalam
pelaksanaan sidang
16. | Hakim dan  Pegawai | Lingkungan kerja yang kondusif, Meningkatkan manajemen
Fengaclilan beban kerja wvang proporsional, | SDM, menyediakan pelatihan,

L
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang ingin dicapai dari setiap

indikator kinerja sasaran program dan indikator sasaran kegiatan selama 5 (lirnia)
tahun.

4.2. HERANGEKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A dalam mencapai target
vang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran vang akan digunakan,
yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun tentu saja untuk mencapai target-
target tersebut diperlukan biaya untuk merealisasikannya,

Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang
diperlukan untuk merealisasikannya berasal dari APBN dan biaya proses pihak
berpekara yang rinciannya terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Banda Aceh Nomor 110/KPN.W1-Ul/HK1.2.5/1X/2024, dan garis besarnya
sebagai berikut ;

Tuhel 20 Kerangha Pendanann Bersumber dari Biaya Pihuk Berpekara

L__-.___'.J:...l_—i_h.-_-._i_d_l =9

1. | Permohona . 1450
2 Gugatan/GugatanSederhana, Perlawanan / Bantahan Rp. 665.000
3. | Permohonan Banding Rp. 700.000
4, | Permohonan Kasasi Ep. 1.120.000
5. | Permohonan PK | Ep. 4.080.000
(5] Peninjauan La]':angan.."linn?:tateﬂng {Pencocokan Obyek Perkara) Rp. 1.610.000
7. | SitaJaminan/Sita Eksekuosi/Revindicatoir/ SitaMarital/ Rp. 1.860.000
Pengangkatan Sita |
8. | Teguran/Peringatan {Aanmaning) untuk Semua Jenis Eksckusi Rp. 415.000
9. | Eksekusi Riil/ Pengosongan Pembongkaran, Penyverahan Obyek Rp. 1.795.000
10. | Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang Rp. 7.260.000
11. | Eksekusi Hak Tanggungan/Hipotik/Fidusia dan Grosse Akta Rp., B.8535.000
Pengakuan Hutang
B Konsinyasi Rp. 6G00.000
13. | Pemenksaan Setempat Rp. 1.030.000 |

(18
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Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang
sesual dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal
maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upava untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program
vang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome vang diharapkan.

Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA terus disempurnakan
dari waktu ke waktu. Dan padat dilakukan perbaikan bila terdapat perubahan.
Melalui Rancangan Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan
vang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas 1A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pPencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun vaitu
2025-2029, schingga visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dapat
terwujud dengan baik.

- YARAFLS.H., MH.
NIP-197 07 199703 1 005

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2024-2029



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

¢ Pengmlilun Neperi Banda Acel:

¢ Teraujudnyn Pengadilan Negeri Banda Acch Yang Agung
¢ 1. Menjgn Kemandinian Pengadilan Neger Barda Aceh
2. Memberikan Pelanan Hukum Yang Berkeadilan Kepdn Pencan Keadinn

A Meningkntkon Kualitas Kepemimpinan di Pengnedilan Negeri Bancda Aceh

4. Meomgkakan Eredibilitas dan Trensparanal di Peopadilon Negeri Romda Aceh

A0
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUR 2025-2029

: Penpurlilan Megeri Banda Aceh

¢ Ferwufudnya Pengadilan Negert Banda Aceh Yang Agmang
1o Menjaga Kemandivian Penpadilan Meperl Banda aceh
2. Memberikan Pelayarsan Huloum Yong Berlendilan Kepodn Pencan Keadilan

3

Rualitis Kepemlmpisen i Pengaclilan Meges Bandn Aceh

4, Meninglatkan Kredibilitas dan Transparansd di Pengaclilan Segeri Bands Aceh
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MATRIKS KINER.JA DAN PENDANAAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

¢ Pengadilan Negerd Bondn Aceh

£ Terwugwdnya Pengadilan Negeri Bandn Aceh ¥ang Apung
1. Menjugs Kemandician Pengadilon Mogeri Baida Aoch

2. Membarikan Pelayonon Huloum Yang Berlendilan Kepadn Pescir Kendilan

3. Meningleatkan Kunlitas Ke i idi Penpadilan Negert Banda Aceh

peEniEEaiTn
4. Meningkatkan Kredibilitns dan Transparansd di Peagsdilan Negert Bandn Aceh
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BANDA ACEH, 2.JANUARI 2025

KETUA FENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.
NIP. 19760107199703 1005




Terwujudnyn
Yong  Pasti,
Akuntalel

Proses  Perudilan
Tronsparan  dan

Pergeniase Perlora Perdaio Khusus
Yang Digcleanikan Tepat Walay

A

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Tnelilkeatar fnd diperpunabamn untuk mesgulur capaian
perkara perdata khusus yang disclesalkon tepat
wikm  yaitu 5 {lima) bulan sesuai SEMA Momor 2
Tahun 2014.

Perkara yang diselesailkan tepat wakin menggunakan
informasi janghka wakiu penyelesaian pada SIPP.

FORMULA PERHITUNGAN

jaiinlah porhers perdais Kivsis yang diselesalban 1ejsl vakin X 100 %
Jumiah perhara perdala khusss yang iselrealban

Inputnya adalah jumilsh perkara perdata khusus
vang disclesaikan epet wakiy yaltu perbara yang
diputus dan diminuias pada mhun beejalan.
Outpuinva adalah jumlah perkorn perdatn khusus
yang disclesaikan yaitw perkars yang diputus dan
diminutasi pada tahun begalan

SATUAN YANG DIGUNAKAN
PersEniase

TREND /POLARITAS
Positil {semakin tnggl semakin baik)

PERIODE PERGAMBILAN DATA/FREHUENSI
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulanan

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <100% (korang/kinerja tidak tercapail

[ ] =100% [baik/kinerja tercepai)
[] =100% (sangat baik/kinera tercapai)

] =200% (tidak dapat disimpuikan)

Panicera

SIPE
[aporan
Bulanan
Lapormn
Tahunan

Terwujudnya
Yang  Pasli,
Akuntabel

Proses  Peradilan
Trmnsparan  dan

Persentase Perkora  Fideana  Yanog
Disglespikan Tepat Walstu

.

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator int dipergunakan uniuk mengulkiir capaian
perkare pidens vanp disedessikan tepat wakin  voli
3 (lima) bulan sesu SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Ponigera

AlPp

L pestaem
Bulanan

L pentzirn

Tahunin




Perkara vang disclesaikan tepat waktu monpgunalkan
informpsi jangks wakiy penyelesaion pada SIPP.

B. FORMULA PERHITUNGAN
[miilats perkera jildang paeg dise lesalian Lepal wakia
Jurmkali s i ra phleme yang iblsebesillom X100 %
Imputnya adalah  jumleh perkara pidsna  yvang
diselesailan tepal wakdu yaitu perkarn yang diputus
dan diminutasi pada tmhun berjalan,
Chatpuinya adalash jumlah perkara pidana vang
diselesaikan. yailu  perkare yang diputus  dan
diminutasi pada whun berjalan
C. SATUAN YANG DIGUNAKAN
Persenineo
D. TREND/POLARITAB
Positif (semakin tinggl semakin baik)
E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulanan
F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA
- = 1005 (I:umng,l’l-:inmj.n tidak l;i:n:m'pni’
L] = 100% (baik/ kineda tercapai|
[ =100% [sangat baik /kinerja tercapai)
=200% [tidak dapat disimpuillcan)
Terwujudoyin Proses  Peradilan | Persentase Perkara Pidana Khusus | A, DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Panitera SIFF
Yang Pasti, Transpamn don | Yang Diselesalkan Tepat Wakiu Indikmtar ind diperpunakon untuk menguboar capaian [aporan
Akurntabel perkara pidana khusus vang diselesailein tepal wikiu Bulangn
yailu S (Hma) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun Laporan
2014, Khusus untuk perkara tpiker penyelesiian Tahunan

tepat wokin adalah 2 {dua] Bulan sesual UL Nomer
A1 Tahun 19499 tentang Pemberantasan Tindsk
Fidina Koriapst,

Perlara yang diselesaikan tepat walkiu menggunalkan
informasi jangka wakiu penvelesaian pada SIPP.




FORMULA PERHITUNGAN

luimlah grevhura pidama kdmisus vang élselesalkan lpat sk X 100 %

F.

Jumdali periara pidens khases yang dscrsadicn

Inputsyn adalah jumlaly perkam pidana khusus vang
diselesnikan tepat wakta yaitu perkam yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan,

Omtputnya adalah jumlsh perkara pidonn khusus
yang disclesaikan ity perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun beralan

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Persentase

TREND/POLARITAS
Positif (semaldn tingpt semalkin baik)

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREEUENST
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulansn

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <100% [kurang/kinerja tidak tercapai)

3 =100% (haik/kinera tercapai)
] =100% (sangat baik /kinerja tercapai)

B -oomms (tidak dapat disimpullkan)

1

Terwujudnya
Yang Pasi,
Alcuntabel

Proses  Peradilan

Transparan

clan

I"m‘urz'n:_}is:- Putusan Yang |

Menpgunakan Perddekatan  Keadilan
Restoratil

DEFINIS] OPERASIONAL INDIKATOR
[ndikator ind dipergunakan untuk mengukur cnpaian
putusan yang menggunaken pendebatan leadilan
restoratil

dumlah perkara vang diselesaikan dengan restoratif
adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan
pendekatan  restorntif dalam  perkara  narkotika
melalul penyelespinn non penal melalul relabilitosi,
Perkara yang diajukan untuk restorauf adalah jumlah
perkara parkotika  yong  disjulkan  penyelosaion
pendelatan Restoranl Justice,

Panitern

SIPP
Laporan
Bulanan
Laposran
‘Tahunan




H.

FORMULA PERHITUNGAN

umlah perkara diselesaikan o | i
Tl yurkars yaug dlveleraitan deogan resterdl -

Inputnya adalah jumlah perkara vang diselesalkan
dengan restaratine,

Chitputnya adalah jumlah perkarm. yang disjukan
untuk restormitive.

BATUAN YANG DIGUNAKAN
Persentase

TREND/POLARITAS
Pasitifl (semalkin tinget semakin baik)

PERIODE FPENGAMBILAN  DATA/FREHUENSI
PEMANTAUAN/PFELAPORAN

Bulanan

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <10 (kurang)/ kinerja tdak teceapai)

[ =100 [beik/kinerja tercapai)
[ > 100% (sangat baik/ kinetja tercapai)

L] =200t [tidak dapat disimpulkan)

Terwujudnya Proses  Peradilan
Yang Pasti, Transparan doan
Alrirntabel

Pemsentase. Porkara Yoang  Tidak
Mengnjuknn Upayn Hulkum Banding

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator ini dipergunakan untuk mongulur capaian
pericirn yang tidak mengajukan upays  hukum
banding di twhun beralan.

FORMULA PERHITUNGAN

[=miah perbara vang ek mesgajulan upays hilium baniding
Jumilah perksrs diselesalian X100 %

Inputnva  adalah  jumlsh  perkara  yang  tidak
mcigajnkan upsyn hukum banding,

Outpuinya adalah jumlah perkarn vang disclesaiken
yaitu perkamm yeng diputus dan diminuasi pada
tahun berjalen,

Pamitorn

SIFP
Laporan

Lapomn
Tahinan




C.

SATUAN YANG DIGUNAKAN
FPerdaeninse

TREND/POLARITAS

Positfl [semakin tingel semakin baik)

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREEUENSI
PEMANTAUAN [ FELAPDRAN

Bulanan

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B < 100% [kurang/kinerja tidok tereapai)

[ =100% (bail/kinerja teccapai)
[0 >100% {aangat baik/lknerja tercapai)
[ =200% (ddak dapat disimpulkan)

Teraujudnyn
Yong Pastl,
Aboun bl

Mromes Peradilan

T:unap.urn n

dan

Persentose  Perkara  Yang  Tidak
Mengajukan Upaya Hulum Kasas!

|ﬂ-

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Indikaior ini dipergunakan untuk mengukur cipaian
perkara yang tidak mengajukan upaya hulkum kasasi
di tahun begjalan. Perkam yong diselesaikan adalah
perkara yang diputus dan diminuinsi pada Peradilan
Tingkat Pertama di antaranya perkam pidana yang
diputus bebas murni, perlars  ningn, senpheta
pemilu, PHI, don permohonen perkara perdata,

FORMULA PERHITUNGAN

J=lali perkars yaig 1II1|P:I:E||'-1:II|.I: spsyva hukum Rasayl X100 %

{umiah perkara Bluseas 3ang discicmihm

Inputnva  adalah  jumlah perkars  vang  tidak
mengajukan upays hukum kasasi.

Outputnya adalah jumlah perkara khusus vang
diselesailan,

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Peractas:

TREND/POLARITAS
Pogitif [semakin tingg: sernakin bail)

Panitera

SIPP
Laporan
Bulanan
Loupearan
Tahunan




E.
|

“Terwujudnya
Yang  Pasti,
Altuntahel

Proses  Peradilan

Transparan

dan

Persentase Perkara Pidana Anak Yang | A
Disetesalkan Dengan Diversi

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREEUENSI
PEMANTAUAN /FELAPORAN
Bulanen

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B < 100% (kurang/kineta tidak tercapai)

= =100 (balk,/ kinerja wreapal)
[T =100% {sangat baik kinerja tercapai)
m = 2005 (tdak dapar distimpulican)

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian
perkara anak yvang diselesaikan  dengan  diversi
Perkara diversi vang dinyatakan berhasil adaleh anak
i wmhun Berjalan yvang diajukan secara diversi dan
dinyatakan berhasil melalui  penetapan  diversi
berhasil.

FORMULA PERHITUNGAN

Jamlad porcass diveral yang dlnyalakan berkasil
iumalal periara diversl X100 %

Inputnya  sdalah  jumlah perkara diversi  yang
dinyatakan berhasil
Dutpuinya adalah jumlnh perlam diversi;

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Persontase

TRERD/POLARITAS
Posiiif {semakin tnggt semakin baik)

PERIDDE PENGAMBILAN ]J‘.I.Tﬂ.lf FREHUENSI
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulanan

Panitera

3PP
Laporan
Bulanan
Laporan
Tahunan




TRESHOLDAMBANG KINERJA
B <100% (kureng/kincrja tidak tercapaij

L1 =100% (baik/kinerja tercapai)
»100% (sangat baik /kinerja tercapai)

B =200% (udak dapat disimpulkan)

Termujudnya
Yong Pasti,
Abuntabel

Proses Peradilan

Transparmn

dan

Index poracpul pencari kendilan syang
puas werhadap layanan pecadilan

DEFINIS] OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator ini dipergunakan untuk mengulor tingkat
kepunsan  peneari keadilan techadap  layanan
pengacilan. Indikotor il menggamborkan  mutua
kinerja pelayvanan Pengadilan Negeri yang diperaleh
diri hagil survey vang dilakukan nlch Kepaniteraan
berdasarkan FERMENPAN Nomor 14 Tahun 20017
tentang  Pedoman  Penvusanan Sureey  Kepuasan
Measyirn bt Linit Penyelenpgars. Variabel
pengukurannya  adalah:  persyaratan  pelayvanan,
prosscdur pelavanan, waktu pelayanan, biaya)tarif
pelayanan, produk spesifikasi  jenis  levanon,
lninpieiensi pulakana, perilnku pelik s,

prnanpanan pengadonn, dan sarana dan proassrana,

FORMULA PERHITUNGAN

INDERS KEPUASAN PENCAE] KEADILAN

C.

Milai prersepei minimal 3,6 dengan wilai Roneersi
inteneal ITKM Index harus = 80

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Indeks

TREND/POLARITAS
Positil (semakin tinggi semakin baik)

PERIODE FENGAMBILAN DATA/FREKUENSI
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulangn dengan mengolab dara haed] suree

Panitera

Apliknsi
BiSuper
Laporarn
Bulanan
Laporan
Tahunan




TRESHOLD/AMEBANG KINERJA
B <100% (kurang/kinega Hdak wreenpai)

] =100% [bailk/kinerja tercapai)
[ =100% [sangat baik/ kinerja ercapai)
L] =200% (tidak dapat disimpulkan)

F.
10, | Peninpghatan Efcktivitas | Persentase Salinan Putusan Yang |A.
Pengelobloan Penpelesalan Perkara | Disampaiksn Ke Pam Pihak Tepat
Wiaktu
B.

DEFINIS] OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator ini dipergunakon untuk mengukur capalan
salinan putusan perkara yonp disampaikan ke para
pihalk. Pengadilan berkewajiban menyvediakan safinan
putusan perkara dengan jengka waktu yang sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan yvang berlalag,

FORMULA PERHITUNGAN

(il salliii PutLsen Vg diilsatasl dan dilkiein Lepal wdlin X 100 %

Timalaaly oot san Bimarbrin fysan pn ) b abssl 2 lkinim
Inputnya adalah’ jumlah  salinan putusan vang
dirmdnutast din dilkinm tepat wakiu
Ourputnya adalah jumlah putusan yang dimintakan
pera pinak.

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Perseniase

TREND,/POLARITAS
Paositf [semakin tnggl semakin baik)

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREEUENSI
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulanan

TRESHOLD/AMBANG KINERJA
=100% (kurang/kinerja ddak tercapal]

= 100% (baik,/kinerja tercapa)
=100% {sangat baik /kinera tercapai)

2000 (tidak dapat disimpulkan)

T

Panitera

= SIPF

e Lapomn
Bulonan

=  Laporman
Tahunan

b= e —



11.

Peningkatan

Elektivitas

Pengelolaan Pervelesaion Perkors

Persentase perkara ving diselesaikan |A. DEFINISI OPERASIONAL INDIHATOR

melahai mwecinsi

Indileater ini dipergunakan untuk mengulour csapainn
perkara yang disclegaikan melalui meding]. Perarns
mediasi adalah perkeara gugatn yang masuk dan
terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah perkara vanp
dimedinsi dan  diryatakan mediasi berhasil vang
dibuktikan dengan akw  perdamaeian  [putusan
perdamaian). Mediasi vang tidak dapat dilaksanakan
vang twelah dinyatakan sccara tertulis oleh mediator
kepada Hakim Perneriksa Perkara dianggap sebagai
medinsi berhaszil,

FORMULA PERHITUNGAN

Butnlah parkarn yan diselesalln meladl st berhasl o 30 o
lumlbal prrhara yvang diakakan medlal

Inputnya adalah jumlah perkara yang diselessiloan
melelul medina] berhasil

Outputnym adalah jumlih perkars vang dilakukan
mediasi.

BATUAN YANG DIGUNAKAN
Perseninse

TREND/POLARITAS
Posiul (semakin tinggl semakin baik]

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENS]
PEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulsman
TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)
0 ~100% (baik/kinera tercapai))
>100% [sangat balk/kinerja tercapai)
ﬁ =200% {tidale dapat disimpulkan)

Panitera

bl ol
Laprin
Bulannn

Laporan
Tahunnn

3

Meninghkatnya Akses  Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin Dan

‘Persicntase  Perkar Prodea  Yang

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
Indiketor ini diperspunakan untuk menguleur capaian

perlairn.  proded vang: disclesallean.  Pedoman

SiPP
Laporun
Bulnnan




1.

Meningkatnya  Akses  Peradilan

Bag  Masyarakat Miskin
Terpinppirkan

F.

“j.h:mh:rlun layanan hukum bagl masyamkat tidak

mampit di Pengadilan dintur dalam PEEMA Nomor 1
Trahun 014,

FORMULA PERHITUNGAN

Jumlah periara peaden ﬂﬂgdhuh:-llhln
Ja perkara yang diajilan secara prodos X300:%

Inputnya sdalah jumlah  perkara  prodes g
‘dinclesaikan
l:"-'ttl.‘]:urmﬂ adalah jumlah perkara yang, diafolon
secar prodeo

SATUAN YANG DIGUNAKAN
Ferscniase

TREND/FOLARITAS
Positifl [semakin tinggl semakin balk)

PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREEUENBI
PEMANTAUAN,/PELAPORAN
Bulanan

TRESHOLD/AMEANG KINERJA
<100% (kurnng/ kinerja tidak (ercapii)

[ =100% [baik/kenera tercapsi))
[ =100% [sungat baik/kinerjs terenpai)
] =200 (tidak dapat disimpulkan)

Laporan
Tahlinan

Dan

Fersentase Pﬂrkll;;;‘r'nng Diselesaikan
DM Luar Gedung Pengadilan

A

| B.

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
Indikator ini dipetgunakan wntuk mengulur copaion

perlasra vang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, |

seperti  zittingplaatz, sidang keliling dan  sidang-
sidang vang dilakukan di lusr Gedung Penpadilan
Ininnya,

FORMULA PERHITUNGAN

Pumlah perkara yass dise lesaiban i luar Godong Pesgadilan X 100 %

Jniah geriarn vamg dixjuhan dlvelesalkan 4l luar Gedang Fenpalias

Panitera

SIPE
Laporan
Bulanan

laporan
Tahunsn




] Inputnyn adalah jumlsh perkara vang disclesaikan di
luaer Gedung Pongadilan

Cutputnya adalah jumlah perkarn yang diajuban

disclesaikan i fuar Gedung Pengadilan

C. BATUAN YANG DICUNAAN
Fersentase

D. TREND/POLARITAS
Posilil [semakin doggi semakin baik)

E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI
PEMANTAUAN /PELAPORAN
Bulanan

F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <100% (kurang/ kinerja tidale tercapai)

0 =100% (baik/kinerja tercapai))
0] =100% {sangat baik/kinerja tercapai)

D] =2007% (tdak dapat disimpulkan)

Meningkatnys Akses Peradilan | Persentase Pencari Keadilan |A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Panitera s SIPP
Bagi Masyarakat Miskin  Dan | Golongan Tertentu Yang Mendapai Indileator ind dipergunakan untuk mengukor copaian » Laporan
Terpingirkan Layanan e Hilewm pemberian  layanan  bentuan  hukum  terhadop Bulanan
kelompok orang tidak mampu secarn ekonomi dan =  Lanorn

[Poabakum) oty 5 = - B
tidik memiliki akses pada informasi konsultasi Tahunan

hukum yang memerlukan layansn hokum yang
terdaftar pada register posbakim.

B. FORMULA PERHITUNGAN

lumlah pencar kcadBan golsngan tertentu yany
meddapat Layinan Hantuan Hukom (Foshakum} X 100 %
Temizh permahonun lyannm bukom

Inputnya adaloh jumlah pencarl keodilan golongan
tertcniu yang mendapat layanan bantonn hukum
{posbatom),

Outputnya  adalab jumleh  permohenen  lovanan
hukum,

C. SATUAN YANG DIGUNAKAN

Persentasc




D. TREND/POLARITAS
Positil (semakin tinggi semakin baik)
E. PFERIODE PENGAMBILAN DATA /FREKUENST
FEMANTAUAN/PELAPORAN
Bulanan
F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA
B <100% (kurang/kineda tidak tercapal]
1 =100 (haik/kinerja tereapai])
[0 >100% {sangat baik/kincrja tercapai)
L] =200% (tidak dapat disimpulkan)
15, | Meninghkatnya Kepaluhan | Persentase Putusan Perkara Perdata (A, DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR Panitera SIPP
Terhadap Putusan Pengadilan Yang Dilindaklanjuti (Dicksekusi) Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian | Lasporan
perkara perdata yong ditindaklanjutl (dieksekusi) Bulanan
pada tahun berjulan, Perkara vang diindaklasjoti Laporan
adaloh permohonan elksckusi yvang telah nkrah dan Tahiinan
ditindaklanjuti dengon  pamaning, sitn ckeckusd,
lefang dan perposongan.
B. FORMULA PERHITUNGAN
Puslah vlkevhsisl wing telah sefzsal dilehzenakan
Jumiak prrsekomen cksekus] X 100 %
Inputrica adaloh jumiah cksckusi vang telah selesai
dilak=snnakan
Qutputnya adalah jumlah permohonan ekeckus
C. BATUAN YANG DIGUNAKAN
Persentags
D. TREND/POLARITAS
Pasitif (semakin tinpm semakin baik)
E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKLTENSI

F‘EH&HT&U&H{PEMNMH
Bulanan




KAMUS INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

DEFINISI

e Indikator ini diperpunakan untuk mcughig penyele per perdata }rang

diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomeor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Feradilan yang menycbutkan bahwa
pernyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan
termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara,

» Minutasi perkara berpedoman pada Surat  Digen  Badilum  Nomor
486/ Dju/HM.02.3/4 /2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

« Untuk perkara perdata hitungan 5 bulan dimulai scjak dinyatakan gagal medinsi.

s Perkara vang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka wakiu
penyelesaian pada SIPP.

FORMULA PERHITUNGAN

A
—x 10
Ex %

A= Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat walktu
B = Jumlah perkara perdata vang disclesaikan

SATUAN YANG DIGUNAKAN

Persentase

TREND/POLARITAS Positif (Semakin tingei semakin baik)
| BASARAN YANG DIUKUR Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel :
SUMBER DATA SIPP
Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA Bulanan




F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA
Bl <!00% fourang/kinerja tdak tercapni)

O -100% faik/kinera tercapai))
] >100% {sangat baik/kinerja tercapai)
L]  =200% (tidak dapat disimpulican)




